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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
sehingga Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan
Makanan (Loka POM) di Kabupaten Belu Tahun 2024 dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di
Kabupaten Belu atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Tahunan ini juga diharapkan
dapat menyajikan gambaran data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belu sepanjang tahun 2024 dan dapat
dijadikan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja, sehingga
dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan
pada tahun berikutnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Belu
serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama Tahun 2024. Semoga Tuhan
Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam

menjalankan tugas demi mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI.

Atambua, Juni 2025
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu,

Ferdian Dwi Armanto, S.Farm, Apt
NIP. 19890919 201212 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Institusi

Pengawasan di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya
perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk
mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah menilai bahwa penguatan
kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung. Atas dasar
pertimbangan tersebut, Presiden Rl Joko Widodo telah menandatangani Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) pada tanggal 9 Agustus 2017. Berdasarkan Perpres tersebut,
BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh
seorang Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Obat dan
Makanan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat
dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat Makanan (selanjutnya disebut dengan PerBPOM No. 19
Tahun 2023), klasifikasi UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM), dan
Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), dimana Klasifikasi ini ditentukan
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Khusus untuk Loka POM

memiliki struktur organisasi seperti berikut.
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Kepala Loka
Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

Berdasarkan PerBPOM No. 19 Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Belu
sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-
masing sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi
Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam
melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, menyelenggarakan fungsi
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, yaitu:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan

Makanan;

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas
pelayanan kefarmasian;

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan

Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan

penyidikan;

I. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

J- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan,;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan

Obat dan Makanan;

—




n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Visi dan Misi Loka
POM di Kabupaten Belu selaras dengan Visi dan Misi Badan POM. Visi Badan POM
adalah: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”. Adapun demi mencapai tujuan tersebut, Badan POM menjalankan misi,
yaitu:

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat;

b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan;

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Terkait dengan budaya organisasi, Loka POM di Kabupaten Belu selalu
meyakini bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang harus diyakini,
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.
Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi
semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Adapun
budaya kerja Loka POM di Kabupaten Belu antara lain sebagai berikut:

a. Profesional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional
dan internasional.

d. Kerjasama Tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan
komunikasi yang baik.

e. Inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi

masalah.

—




Sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang
dalam visi dan misi Badan POM, berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di
Kabupaten Belu Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu menjalankan kegiatan
utama sebagai berikut.

a) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum
beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan sarana
produksi dalam rangka sertifikasi.

b) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel,
pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

c) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi
dan edukasi mengenai Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan
bermutu. Pemberdayaan juga bisa melalui pembinaan pelaku usaha agar
mampu menjamin keamanan, manfaat, khasiat serta mutu Obat dan Makanan
yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk. Selain itu,
melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk
penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan,;

d) Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan
penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan

Makanan.

Berdasarkan rencana strategis tersebut, dalam menjalankan kegiatan utama,
pada Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Belu memiliki kegiatan prioritas yang telah
ditetapkan dan dirinci di dalam perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun
2024 yaitu:

a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang dapat ditinjau dari
persentase Obat yang memenuhi syarat, persentase Makanan yang memenuhi
syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil
pengawasan, persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil
pengawasan, serta persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat;

b. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta
pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT melalui persentase
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang
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dilaksanakan, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, persentase keputusan penilaian
sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, persentase sarana produksi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase sarana distribusi Obat dan
Makanan yang memenuhi ketentuan, persentase UMKM yang memenuhi
standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan
Kosmetik yang baik, serta Persentase keterlibatan UPT dalam Program
Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota;

c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di
masing-masing wilayah kerja UPT yang dapat ditinjau dari tingkat efektivitas
KIE Obat dan Makanan;

d. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan
Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT yang dapat ditinjau dari
persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel
Makanan yang diperiksa sesuai standar;

e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-
masing wilayah kerja UPT, yang dapat ditinjau dari persentase keberhasilan
penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

f. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja
pengawasan Obat dan Makanan yang dapat ditinjau dari indeks kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik UPT;

g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang dapat ditinjau
dari persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT,
persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, serta
persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja yang disusun tepat waktu;

h. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel yang dapat ditinjau dari Nilai

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT.

—



BAB I
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Eksternal
A. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Belu terletak di wilayah Kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri
dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
tahun 2024, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sebesar
2.236,41 km? atau 4,82% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara
Timur, yaitu 46.446,64 km?. Luas wilayah pengawasan Loka POM di
Kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kab Belu

Kabupaten/Kota Luas (km?) Persentase
Kabupaten Belu 1.127,25 2,43
Kabupaten Malaka 1.109,16 2,39
Total 2.236,41 4,82

Jumlah Penyebaran Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Belu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi NTT Tahun 2024 seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2. Peta Kabupaten/Kota Belu (kiri) dan Malaka (kanan)
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Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan / desa dan jumlah
penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT Tahun 2024 seperti pada
Tabel 2.

Tabel 2. Penyebaran Desa dan Jumlah Penduduk di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Belu

Jumlah Jumlah
Kabupaten/Kota .
Kecamatan | Penduduk (ribu)
Kabupaten Belu 12 235,71
Kabupaten Malaka 12 193,51
Total 45 835,39

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja
Loka POM di Kabupaten Belu adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh
yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja yakni berkisar 1 jam
untuk lintas kecamatan di Kabupaten Belu dan berkisar 2 jam untuk

Kabupaten Malaka.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu meliputi sarana
produksi dan distribusi yang berkaitan dengan sediaan farmasi berupa
obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta
sarana pelayanan kefarmasian. Total jumlah sarana produksi yang
diawasi sebanyak 7 (tujuh) sarana dan sarana distribusi sebanyak 105
(seratus lima) sarana. Adapun jumlah sarana yang diawasi oleh Loka
POM di Kabupaten Belu dirinci pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Sarana UPT Loka POM di Kabupaten Belu

NoO Jenis Kabupaten |[Kabupaten Total
Sarana Belu Malaka

Sarana Produksi Obat dan Makanan
UuTD

1 (Unit Transfusi 0 0 0
Darah)
IRTP

2 (Industri 2 1 3

—



Rumah Tangga
Pangan)

MD

3 (Makanan 2 2 4
Dalam)
Ind Kos
4 (Industri 0 0 0
Kosmetik)
UMOT/UKOT
(Usaha Mikro
Obat
Tradisional/Usa
ha Kecil Obat
Tradisional)
Sarana Distribusi Obat dan Makanan
DM
6 (Depot Milik) 0 0 0
DK

(Depot Kontrak)
Klinik
Kecantikan
DOT

9 (Depot Obat 0 0 0
Transito)
DSK

10 | (Dinas 0 0 0
Kesehatan)
PBF

11 | (Pedagang 1 0 1
Besar Farmasi)
12 | APT (Apotek) 26 26 52
13 | TO (Toko Obat) 1 0 1
IFP
(Instalasi
Farmasi
Pemerintah)
RS (Rumah
Sakit)

PKM

16 (Puskesmas) 17 20 37
17 | Kilinik 6 3 9

14

15
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Berdasarkan data dari Dapodik Nusa Tenggara Timur, cakupan
sekolah yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu
dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar menurut
Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten Jumlah | Jumlah Jumlah Rasio

/ Kota Sekolah | Murid Guru Murid Guru
Kabupaten 149 25.617 1.817 14,10
Belu

Kabupaten 210 24.944 2.071 12,04
Malaka

Total 359 50.561 3.888 26,14

Tabel 5. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah
Pertama menurut Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten Jumlah | Jumlah Jumlah Rasio
/ Kota Sekolah | Murid Guru Murid Guru
Kabupaten 57 11.342 1.183 9,59
Belu

Kabupaten 74 10.297 1.484 6,94
Malaka

Total 131 21.639 2.667 16.74

Tabel 6. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas
menurut Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten Jumlah | Jumlah Jumlah Rasio
/ Kota Sekolah | Murid Guru Murid Guru
Kabupaten 25 7.655 692 11,06
Belu

Kabupaten 35 7.467 871 8,57
Malaka

Total 60 15.122 1.563 19.63

2.2 Lingkungan Internal (Kapasitas UPT)
Lingkungan internal Loka POM di Kabupaten Belu dapat dideskripsikan
dalam poin-poin sebagai berikut:
A. Infrastruktur
Dalam rangka mendukung pencapaian efektivitas pengawasan Obat
dan Makanan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara optimal, Loka POM di Kabupaten Belu ditunjang dengan
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fasilitas/infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang dimiliki Loka

POM di Kabupaten Belu sebagai berikut:

1) Luas Tanah dan Bangunan
Sejak bulan Oktober tahun 2023, Kantor Loka POM di Kabupaten
Belu menempati lokasi di Jalan Dr.G.A. Siwabessy, Kec. Atambua
Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas
bangunan 212 m?.

2) Status Kepemilikan
Kantor yang dipakai oleh Loka POM di Kabupaten Belu merupakan
Aset BMN Balai POM di Kupang (BPOM Kupang) yang terdiri dari
dua ruangan. Saat ini telah memiliki Tanah Existing dengan luas :
2860 m? dengan Sertifikat Hak Pakai a.n. Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Sertifikat No. 24.04.000005104.0) saat ini sedang proses
untuk ganti nama di BPN Atambua.

3) Penerangan
Gedung Administrasi Kantor Loka POM di Kabupaten Belu
menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 13.200 watt.

4)  Sarana Komunikasi

a. Nomor Telepon : +62 813-3151-0092
b. Nomor WhatsApp : +62 813-3151-0092
c. Alamat email : loka_belu@pom.go.id
4. Media Sosial - @bpom.belu

Tersedia layanan internet jaringan internet nirkabel (Wi-Fi).

5)  Sumber Air
Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air PDAM dan
sumur artesis.

6) Kendaraan
Transportasi yang digunakan Loka POM di Kabupaten Belu untuk
melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan adalah 1 unit
mobil dan 1 unit sepeda motor dengan kepemilikan inventarisasi dari
BPOM di Kupang.

—
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B. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2024
adalah 8 orang terdiri dari 3 PNS, 2 PPNPN, dan 3 pramubakti non teknis
atau outsourcing. Adapun rincian sebaran pegawai Loka POM di
Kabupaten Belu dapat dilihat pada Grafik 2.1 dan 2.2.

Grafik 1. Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024
berdasarkan jenis kelamin

1 -
PNS PPNPN Outsourcing

m Laki-Laki ®Perempuan

Grafik 2. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu Berdasarkan Jabatan

Jumlah Tenaga SDM Loka POM di
Kabupaten Belu

4
3
2
0
Kepala PFM Ahli  PFM Ahli  PPNPN Satpam  Cleaning
Loka POM Muda Pertama (0OS) Service
(OS)
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Tenaga PNS terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai
Kepala Loka dan 2 orang sebagai Kelompok Pejabat Fungsional
Pengawas Farmasi dan Makanan. Adapun Tenaga Kontrak terdiri dari 2
orang PPNPN. Tiga orang Pramubakti Non Teknis terdiri dari 2 satpam
dan 1 Cleaning service.

C. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Loka POM di Kabupaten menjalankan pengujian cepat
menggunakan Rapid Test Kit dengan rincian penguji di pengujian cepat
pangan 2 (dua) orang. Jumlah parameter uji yang diuji tahun 2024
sebanyak 7 (tujuh) parameter bahan berbahaya pada pangan olahan.

Rincian tenaga penguji dan paramater uji dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Loka POM di Kabupaten Belu

Jumlah Sampel dan Parameter Uji di Loka POM di Kabupaten Belu

B sampel [ Parameter
Obat dan NAPPZA
OTKOSK-Kuasi

Pangan Olahan F

Mikrobiologi

Kemampuan penguji orang per tahun di Loka POM di Kabupaten
Belu adalah pengujian cepat pangan olahan mampu menguji 60 sampel
dengan 7 parameter.
D. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal
Laboratorium UPT BPOM
Sebagai bagian dari sistem pengawasan Obat dan Makanan yang
dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu, laboratorium pengujian
mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi
serta menjamin mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di
masyarakat. Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu sebagai UPT baru
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dari Badan POM mempunyai pengujian rapid test untuk pangan yang
dilakukan untuk kegiatan mobling untuk pangan jajanan anak sekolah
(PJAS) atau takjil menjelang hari raya. Rapid Tes yang sering digunakan
untuk uji kualitatif reaksi warna (4 bahan berbahaya) yaitu uji Rhodamin B,
Uji metahil Yellow, Uji Formalin, dan Uji boraks. Selain itu, untuk
mendukung pengawasan kehadiran kepala negara juga melakukan
kegiatan food security untuk uji Rhodamin B, Uji metahil Yellow, Uji
Formalin, Uji boraks, uji nitrit, uji arsen, dan uji sianida.

E. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja
Sama (PKYS)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengawasan Obat dan
Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung
daya saing nasional. Selanjutnya disebutkan bahwa Badan Pengawas
Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan, dengan tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menyadari bahwa dalam melakukan tugas tersebut, diperlukan
sinergi semua pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha,
komunitas masyarakat, maupun media, maka pada tahun 2024, Loka
POM di Kabupaten Belu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Hal
ini juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017
tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yaitu
perlu adanya peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat
dan makanan. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengamanatkan
Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan koordinasi dengan
BPOM dan lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan Obat dan

Makanan.
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Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tersebut, sampai dengan tahun 2024, Loka POM di
Kabupaten Belu telah menjalin kerja sama dengan 3 pemangku
kepentingan yang terdiri dari 3 Kkerjasama dengan Pemerintah
Provinsi/Daerah/Kabupaten. Kerja Sama difokuskan pada peningkatan
pengawasan obat dan makanan terpadu di Kabupaten Belu dan
Kabupaten Malaka serta program pelayanan pengujian sampel, sertifikasi,
informasi, dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan.

Kerjasama yang terbentuk dengan pemerintah daerah bertujuan
untuk memperkuat pengawasan terhadap produk pangan, obat, kosmetik,
serta produk lainnya yang beredar di wilayah tersebut. Dengan adanya
kerja sama ini, diharapkan upaya pengawasan menjadi lebih efektif dan
menyeluruh, sehingga masyarakat di Kabupaten Belu dan Kabupaten
Malaka semakin terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko terhadap
kesehatan. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan
lintas sektor juga menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan
lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi seluruh lapisan
masyarakat.

F. Sumber Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Belu bersumber dari DIPA BPOM
di Kupang Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp 727,898,000.
Sepanjang tahun 2024, capaian realisasi anggaran yang diserap untuk
penyelenggaraan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan oleh
Loka POM di Kabupaten Belu sebesar Rp 727,806,375 atau terserap
99,98%. Realisasi Anggaran pada 19 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik
karena rata- rata pencapaian sudah diatas 95% sehingga hal tersebut

dianggap Efisien.

G. Daftar Inventaris Kantor
Terkait dengan Inventaris barang, saat ini Loka POM di Kabupaten
Belu telah memiliki beberapa meubelair dan perlengkapan perkantoran
dalam jumlah yang cukup bagi seluruh staf sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut.
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Tabel 7. Daftar Meubelair dan Perlengkapan Kantor Loka POM di Kabupaten Belu

1 Meja Komputer Kayu 1
2 Kursi Plastik 0
3 Lemari Besi Metal 6
4 Meja Resepsionis 1
5 Lemari Pendingin/ Kulkas 3
6 Dispenser Hot & Cold 5
7 Lemari besi/metal kaca 4
8 Sofa 2
9 Meja Sofa Tamu 2
10 A.C. Split 5
11 Laptop 3
12 Kamera 2
13 Printer 2
14 Proyektor 1
15 HP Layanan 1
16 Scanner 2
17 Speaker Polytron 1
18 Sepeda Motor Dinas 1
19 Mobil Dinas 1

Untuk menunjang kinerja pengujian makanan melalui Mobil Keliling,
maka Loka POM di Kabupaten Belu juga memiliki Rapid Test Kit Kimia

dengan rincian berikut:

Tabel 8. Data Rapid Test Kit Loka POM di Kabupaten Belu

Jumlah Pemakaian | .
No Nama Masuk 2023 Sisa Stok
2024

1 Rapid Test Formalin 14 2 12

2 Rapid Test Borax 14 2 12

3 | Rapid Test Rhodamine B 13 2 11

4 | Rapid Test Metanil Yellow 10 2 8

5 Rapid Test Nitrit 9 2 7

6 Rapid Test Arsen 4 1 3

7 Rapid Test Sianida 5 1 4

—
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BAB Il
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat
A. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA dari DIPA

Obat yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu,
keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan standar atau persyaratan.
Dalam rangka menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tersebut
tersebut, Badan POM diberi wewenang oleh negara untuk melakukan
pengawasan obat mulai dari sebelum diedarkan (Pre Market) sampai obat
beredar di masyarakat (Post Market).

Pengawasan post market dilakukan dalam rangka memastikan
konsistensi kualitas produk ketika dipasarkan bardasarkan mutu
keamanan, kemanfaatannya. Seiring dengan berjalannya waktu BPOM
menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks dalam
melakukan pengawasan post market diantaranya maraknya peredaran
obat melalui sarana digital tanpa izin resmi untuk menyalurkan obat
kepada masyarakat, terjadinya resistensi antimikroba, integritas rantai
suplai bahan obat, peredaran obat substandar/tidak memenuhi syarat dan
palsu, tingginya ketergantungan impor bahan baku obat serta kasus
cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam produk cairan oral. Hal ini
mendorong BPOM untuk terus berinovasi dalam menyusun strategi
pengawasan yang komprehensif dalam rangka melindungi masyarakat
dari obat yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan mutu dan
label. Salah satu diantaranya adalah kegiatan sampling dan pengujian.

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 35 Tahun 2024
tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko
(sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel
random/acak). Sampel yang diperoleh kemudian dilakukan evaluasi
produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji
laboratorium guna mengetahui Obat di peredaran memenuhi syarat mutu,
label, keamanan dan khasiat/manfaat.

Jumlah sampel dalam rangka memenuhi keterwakilan produk
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(Sampel random/) adalah 80 % dari total sampel yang terbagi dalam obat
JKN sebesar 50 % dan Non JKN sebesar 50%. Sementara itu jumlah
sampel yang didasarkan pada analisis resiko (sampel targeted) sebesar
20 % yang terbagi dalam sampling kasus sebesar 40% sampling hulu obat
JKN dan Program sebesar 50% serta sampling rokok dan pemenuhan
ruang lingkup sebesar 10%.

Target sampling dan pengujian obat pada tahun 2024 sebanyak 25
(dua puluh lima) jumlah sampel dengan proporsi 20 (dua puluh) sampel
acak dan 5 (lima) sampel targeted. Hasil sampling produk terapetik tahun
2024 terealisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) jumlah sampel (100%).
Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2024 dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 9. Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2024

Jenis Sampel
o Rencana . . %
No (sesuai prioritas Realisasi .
. Tahunan Pencapaian
sampling)
1 2 3 4 5=
(4/3 x 100%)
1 A. Sampling Acak 20 20 100%
1. JKN 10 10 100%
2. NON JKN 10 10 100%
2 B. Sampling 5 5 100%
Targeted
1. Sampling Kasus 1 1 100%
2. Sampling Hulu obat 3 3 100%
JKN dan Program
3. Sampling Rokok 1 1 100%
dan Ruang Lingkup
Total Target 25 25 100%
Sampling

Sampel vyang diperoleh dilakukan pemeriksaan terhadap
pemeriksaan label, pemerian dan pengujian sampel. Pengujian sampel
dari Loka POM di Kabupaten Belu yang diuji di laboratorium Obat BBPOM
Surabaya, BBPOM Denpasar, BBPOM Mataram, dan BPOM Kupang.
Adapun hasil pengujian laboratorium produk obat dapat di lihat pada grafik

3.1 berikut sebagai berikut.
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Grafik 4. Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat
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B. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat, narkotika,
psikotropika dan prekursor (ONPP) merupakan salah satu bentuk
pemenuhan fungsi Badan POM dalam melakukan pengawasan post-
market Obat dan Makanan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan
sarana distribusi dan pelayanan ONPP telah melaksanakan kegiatan
distribusi dan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang berlaku.
Pemeriksaan ini membantu memastikan mutu, khasiat, dan keamanan
obat di sepanjang jalur distribusi tetap dipertahankan sesuai dengan
karakteristik pada saat obat disetujui untuk beredar

Kriteria sarana distribusi dan pelayanan ONPP yang akan diperiksa
didasarkan pada pada kajian analisis risiko, dimana pemeriksaan
diprioritaskan pada sarana yang memiliki riwayat tidak memenuhi
ketentuan (TMK), sarana yang selama lebih dari 3 tahun tidak dilakukan
pemeriksaan, sarana baru serta sarana dengan kasus khusus seperti
sarana yang mendapatkan peringatan dari Badan POM RI, melakukan

tindak lanjut hasil uji sampel tidak memenuhi syarat (TMS) atau menerima
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surat penarikan produk (recall).

Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan
pelayanan ONPP karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu
tidak terdapat sarana produksi ONPP. Wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belu
dan Kabupaten Malaka. Pemeriksaan dilakukan oleh Loka POM di
Kabupaten Belu terhadap 26 (dua puluh enam) sarana dari 46 (empat
puluh enam) sarana yang mencakup sekitar 56,52% keseluruhan sarana.
Rincian pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP dapat dilihat
tabel berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

No Jenis Jumian Target | Realisasi v
Sarana Sarana Cakupan*

1 PBF 1 1 1 100

2 IFP 2 2 2 100

3 RS 5 4 4 100

4 Klinik/BP 9 5 5 100

5 PKM 37 5 5 100

6 Apotek 52 8 8 100
7 Toko

Obat 1 1 1 100

Total 107 26 26 100

Keterangan: Persentase (%) Cakupan dihitung berdasarkan realisasi

pemeriksaan dibandingkan target

Realisasi pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP yang
dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu mencapai 100% dengan
jumlah 26 (dua puluh enam) sarana dari 26 (dua puluh enam) target
sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 2 (dua) sarana (7,69%)
yang memenuhi ketentuan (MK) dan 24 (dua puluh empat) sarana
(92,31%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan

dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 5. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat
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Tindak lanjut sarana distribusi dan pelayanan ONPP yang tidak
memenuhi ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan temuan yang
didokumentasikan. Temuan ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu
temuan kritis, mayor dan minor. Temuan kritis (berat) merupakan temuan
yang menggambarkan situasi yang dapat mengakibatkan risiko kesehatan
segera atau tersembunyi yang membahayakan jiwa seperti penyaluran
dan penyerahan ONPP dalam jumlah tidak wajar dan/atau tidak rasional
kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan yang memicu adanya
penggunaan tidak sesuai ketentuan (misuse dan over use). Temuan
mayor (sedang) merupakan gabungan dari beberapa temuan minor yang
saling terkait yang menunjukkan adanya potensi menjadi temuan mayor
dan/atau kritis jika tidak dilakukan perbaikan segera. Sedangkan temuan
minor (ringan) merupakan temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan baik secara teknis dan/atau administratif
yang tidak termasuk temuan kritis dan mayor. Temuan pada sarana
distribusi dan pelayanan ONPP yang tidak memenuhi ketentuan (TMK)
dikelompokkan menjadi pelanggaran Cara Distribusi Obat yang Baik
(CDOB), temuan berulang, temuan administrasi, temuan penyimpanan
obat tidak sesuai ketentuan, temuan pengadaan obat keras oleh tenaga

non kefarmasian dan tidak tersedianya genset.
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Tabel 11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

No | Jenis PB |P |PKLl |PK2|PSK |Pengamanan |Rekomendasi
Sarana
PBF - 1 - - - - -
IFP - -
RS - -
Klinik/BP | - -
PKM - -
Apotek - 1
Fasilitas
Lain
7 termasuk | - - 1 - - - -
Toko
Obat

OO WIN| PP
[ 2 NS IS\
1
1

Keterangan: PB=Pembinaan, P=Peringatan, PK1=Peringatan Keras,

PK2=Peringatan Keras 2, PSK=Penghentian Sementara Kegiatan

Pada pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan ONPP juga
dilakukan pemantauan penggunaan obat antimikroba atau antibiotik.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan resistensi antibiotik (AMR).
Resistensi antibiotik merupakan kondisi yang terjadi ketika mikroba
mengalami perubahan seiring waktu dan tidak lagi merespons pengobatan
menggunakan antibiotik. Hal ini berimplikasi pada infeksi yang menjadi
lebih sulit diobati, bahkan dapat menyebabkan kematian pasien.
Pemantauan penggunaan obat antibiotik ini dilakukan pada sarana
pelayanan ONPP seperti apotek, puskesmas, rumah sakit dan klinik. Dari
keseluruhan sarana pelayanan ONPP yang diperiksa, 22 (dua puluh dua)
sarana pelayanan ONPP telah melakukan pemantauan penggunaan obat
antibiotik. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada Direktur
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor.

3.2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional
Seiring meningkatnya permintaan dan penggunaan obat tradisional,

aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya menjadi perhatian utama dalam
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rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
pengawasan terhadap peredaran Obat Tradisional perlu dilakukan secara
menyeluruh, baik melalui pengawasan pre-market maupun post-market.
Salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah kegiatan sampling dan
pengujian terhadap sampel Obat Tradisional yang beredar di pasaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar
memenuhi standar mutu dan aman untuk digunakan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengambilan sampel
dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dan selanjutnya di uiji
di laboratorium untuk mendeteksi adanya cemaran, bahan berbahaya,
atau ketidaksesuaian mutu lainnya. Untuk mengakomodasi pengawasan
berbasis risiko, BPOM melakukan sampling secara targeted dan acak
yang fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih
tinggi. Agar kegiatan sampling dan pengujian pada sediaan farmasi dan
pangan olahan dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan peraturan. Sampel
yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi, mencakup penilaian
terhadap nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, label kemasan, pemerian,
serta pengujian laboratorium untuk memastikan produk Obat Tradisional
yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, serta
mutu.

Pada tahun 2024 target sampling dan pengujian sampel Obat
Tradisional di Loka POM Kabupaten Belu sebanyak 10 (sepuluh) sampel.
Dengan rincian total sampel sebagai berikut : 3 (tiga) sampel targeted,
yang diambil dari sarana di Kabupaten Belu dan 7 (tujuh) sampel acak,
yang terdiri dari 3 (tiga) sampel yang diambil dari sarana di Kabupaten
Malaka dan 4 (empat) sampel diambil dari sarana di Kabupaten Belu.
Dimana semua sampel tersebut dikirim ke BPOM Penguji Kupang dan
realisasi sampling serta pengujian sampel Obat Tradisional sebesar
100%.
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Terdapat beberapa kendala dalam sampling Obat Tradisional, yaitu:

a. Jumlah sarana penyedia Obat Tradisional yang terbatas wilayah kerja,
sehingga menjadi kendala dalam mengambil sampel produk.

b. Jumlah sampel di sarana distribusi Obat Tradisional di Kabupaten
Belu dan Kabupaten Malaka sebagian besar stok produk dengan
batch yang sama terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal
kebutuhan uji laboratorium) sehingga harus mencari sampel di sarana
lain yang memiliki stok produk lebih banyak.

Seluruh sampel yang telah didapatkan, selanjutnya dilakukan
pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil terdapat 8
(delapan) sampel memenuhi ketentuan (MK) dan 2 (dua) sampel tidak

memenuhi ketentuan (TMK).

Grafik 6. Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Tradisional
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3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Obat Kuasi
A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Kuasi
Seiring meningkatnya permintaan dan penggunaan obat kuasi,
aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya menjadi perhatian utama dalam
rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
pengawasan terhadap peredaran Obat Kuasi perlu dilakukan secara
menyeluruh, baik melalui pengawasan pre-market maupun post-market.

Salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilakukan oleh Badan
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah kegiatan sampling dan
pengujian terhadap sampel obat kuasi yang beredar di pasaran. Kegiatan
ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi
standar mutu dan aman untuk digunakan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengambilan sampel
dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dan selanjutnya di uiji
di laboratorium untuk mendeteksi adanya cemaran, bahan berbahaya,
atau ketidaksesuaian mutu lainnya. Untuk mengakomodasi pengawasan
berbasis risiko, BPOM melakukan sampling secara targeted dan acak
yang fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih
tinggi. Agar kegiatan sampling dan pengujian pada sediaan farmasi dan
pangan olahan dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan peraturan. Sampel
yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi, mencakup penilaian
terhadap nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, label kemasan, pemerian,
serta pengujian laboratorium untuk memastikan produk Obat Kuasi yang

beredar memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.

Grafik 7. Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Kuasi
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Pada tahun 2024 target sampling dan pengujian sampel Obat Kuasi
sebanyak 1 (satu) sampel. Total sampel Loka POM di Kabupaten Belu 1
(satu) sampel acak, realisasi sampling dan pengujian sampel Obat Kuasi
sebesar 100%. Sampling dan Pengujian tahun 2024, sebanyak 1 (satu)
sampel acak/random sehingga seluruhnya 1 (satu) sampel. Selanjutnya
sampel Obat Kuasi dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label
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dengan hasil sampel memenuhi ketentuan (MK).

3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen
Kesehatan

A. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Seiring meningkatnya permintaan dan penggunaan suplemen
kesehatan, aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya menjadi perhatian
utama dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena
itu, pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan perlu
dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengawasan pre-market
maupun post-market. Salah satu bentuk pengawasan post-market yang
dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah
kegiatan sampling dan pengujian terhadap sampel Suplemen Kesehatan
yang beredar di pasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
produk yang beredar memenuhi standar mutu dan aman untuk digunakan
masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengambilan sampel
dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dan selanjutnya di uiji
di laboratorium untuk mendeteksi adanya cemaran, bahan berbahaya,
atau ketidaksesuaian mutu lainnya. Untuk mengakomodasi pengawasan
berbasis risiko, BPOM melakukan sampling secara targeted dan acak
yang fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih
tinggi. Agar kegiatan sampling dan pengujian pada sediaan farmasi dan
pangan olahan dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan peraturan. Sampel
yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi, mencakup penilaian
terhadap nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, label kemasan, pemerian,
serta pengujian laboratorium untuk memastikan produk Suplemen
Kesehatan yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat atau
manfaat, serta mutu.

Pada tahun 2024 target sampling dan pengujian sampel Supelmen
Kesehatan di Loka POM Kabupaten Belu sebanyak 5 (lima) sampel.

Dengan rincian total sampel sebagai berikut : 1 (satu) sampel targeted
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yang diambil dari sarana di Kabupaten Belu dan 4 (empat) sampel acak,
yang terdiri 2 (dua) sampel yang diambil dari sarana di Kabupaten Malaka
dan 2 (dua) sampel diambil dari sarana di Kabupaten Belu. Semua sampel
tersebut di kirim ke BPOM Penguji Kupang dan realisasi sampling serta
pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebesar 100%.

Terdapat beberapa kendala dalam sampling Suplemen Kesehatan,

yaitu :

a. Jumlah sarana penyedia Suplemen Kesehatan yang terbatas
wilayah kerja, sehingga menjadi kendala dalam mengambil sampel
produk.

b. Jumlah sampel yang terdapat di sarana distribusi Obat Tradisional di
Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sebagian besar stok produk
dengan batch yang sama terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah
minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga harus mencari sampel

di sarana lain yang memilliki stok produk lebih banyak.

Selanjutnya sampel Suplemen Kesehatan dilakukan pemeriksaan
label atau penandaan label dengan hasil seluruh sampel memenuhi
ketentuan (MK).

Grafik 8. Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen Kesehatan
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3.5. Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Kosmetik

A. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik
Seiring meningkatnya permintaan dan penggunaan Produk

Kosmetik, aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya menjadi perhatian
utama dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena
itu, pengawasan terhadap peredaran Produk Kosmetik perlu dilakukan
secara menyeluruh, baik melalui pengawasan pre-market maupun post-
market. Salah satu bentuk pengawasan post-market yang dilakukan oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah kegiatan sampling
dan pengujian terhadap sampel Produk Kosmetik yang beredar di
pasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang
beredar memenuhi standar mutu dan aman untuk digunakan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengambilan sampel
dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dan selanjutnya di uji
di laboratorium untuk mendeteksi adanya cemaran, bahan berbahaya,
atau ketidaksesuaian mutu lainnya. Untuk mengakomodasi pengawasan
berbasis risiko, BPOM melakukan sampling secara targeted dan acak
yang fokus pada produk-produk yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih
tinggi. Agar kegiatan sampling dan pengujian pada sediaan farmasi dan
pangan olahan dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan peraturan. Sampel
yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi, mencakup penilaian
terhadap nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, label kemasan, pemerian,
serta pengujian laboratorium untuk memastikan produk kosmetik yang
beredar memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, serta mutu.

Selain itu juga dialokasikan pengambilan sampel Kosmetik untuk
mengawal kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan
Kosmetik yang Baik. Alokasi sampel acak meningkat pada Tahun 2024
seiring tuntutan supra system, yaitu proporsi sampel acak dan purposive
adalah sebesar 70% dan 30%. Sejalan dengan pemberlakuan sampling

acak, produk yang tersampling semakin beragam.
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Target sampling dan pengujian sampel Kosmetik Loka POM di
Kabupaten Belu sebanyak 9 (sembilan) sampel targeted dan 21 (dua
puluh satu) sampel acak, dimana semua sampel tersebut di kirim ke
BPOM Penguji Kupang dan realisasi sampling serta pengujian sampel
Obat Tradisional sebesar 100%. Adapun rincian target dan realisasi
sampling Kosmetik 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Tahun 2024

Metode . Target | Realisasi
No. . Kategori Jumlah
sampling Loka Loka
Track  record
1 1 1 1
perusahaan
2 Media Online 5 5 5
3 China dan Taiwan 0 0 0
4 DNA Porcine 0 0 0
Targeted

Mandiri Balai dan Loka

(Intensifikasi

> Pengawasan Cemaran 3 3 3
DEG)

6 Menengah ke Bawah 0 0 0

7 Online 2 2 2

Krim, emulsi, cair, cairan
kental, gel, minyak untuk
kulit (wajah, tangan,

kaki, dan lain-lain

Masker wajah (kecuali
Acak produk
peeling/pengelupasan

kulit secara kimiawi)

Alas bedak (cairan

kental, pasta, serbuk)

Sabun mandi, sabun
10 o . 1 1 1
mandi antiseptik, dan
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lain-lain

11 Sediaan wangi-wangian 2 2 2

Sediaan mandi (garam
12 mandi, busa mandi, 1 1 1
minyak, gel dan lain-lain)

Deodoran dan anti-
13 _ 1 1 1
perspiran

14 Sediaan Rambut 3 3 3

Sediaan rias mata, rias

wajah, sediaan
15 o 4 4 4
pembersih rias wajah

dan mata
Sediaan perawatan dan
16 _ o 2 2 2
rias bibir
Total 30 30 30

Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kabupaten Belu pada
tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) sampel terdiri atas 21 (dua puluh
satu) sampel acak dan 9 (sembilan) sampel targeted. Pelaksanaan
sampling dilakukan di semua kabupaten di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Hasil
pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Kosmetik

sebagai berikut:
Grafik 9. Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Kosmetik
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3.6. Pengawasan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan
Kemasan Pangan

A. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan
Kegiatan Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan
Kemasan Pangan di Loka POM di Kabupaten Belu didasarkan pada
Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.02.22.77 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.475 tahun 2021
tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.
Pada Tahun 2024 Loka POM di kabupaten Belu menargetkan
sampling pangan sejumlah 57 sampel yang terdiri dari 35 sampel
pangan random/acak, 15 sampel Pangan targeted dan 7 sampel
pangan fortifikasi. Sebanyak 35 sampel pangan acak tersebut terdiri
dari 15 kategori pangan dan BTP. Sedangkan 15 sampel targeted
terdiri dari 4 jenis sampel kategori PJAS, Tahu dan Mi basah, PET
dan PC dan sampling pangan tertentu (UMK, Kasus dan pangan
spesifik lokal)
Sampel Pangan sebanyak 57 sampel dilakukan pemeriksaan
label atau penandaan label dengan hasil memenuhi ketentuan (MK)
sebanyak 52 label produk sampel pangan dan tidak memenuhi

ketentuan (TMK) penandaan label sebanyak 5 label sampel pangan.

B. Sampling dan Pengujian Pangan Rutin Secara Acak

Sampel Pangan Acak/random yang disampling meliputi semua
kategori Pangan yang beredar di Kabupaten Belu dan Kabupaten
Malaka dan telah dilakukan pengujian Pangan Rutin sebanyak 35
sampel. Setelah dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis
wajib dan atau pilihan diperoleh hasil uji 33 sampel memenuhi syarat
dan 3 sampel tidak memenuhi syarat mutu . Parameter uji kimia yang
tidak memenuhi syarat terdiri dari Perhitungan Rasio Penggunaan
Campuran BTP Pengawet sebanyak 1 sampel dan parameter uiji
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mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat terdiri uji Enterobacteria
dan Angka Lempeng Total dan Kapang dan khamir sebanyak 2

sampel.

C. Sampling dan Pengujian Targeted Kategori Pangan Jajanan Anak
Sekolah

Dilakukan juga sampling dalam rangka pengawasan Pangan

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang masuk dalam kategori sampel

targeted. Sampling ini dilakukan di kantin sekolah dan penjaja

makanan di seputaran Sekolah (SD) di Kabupaten Malaka dan

Kabupaten Belu. Telah dilakukan uji terhadap 4 sampel dengan hasil

uji 4 sampel memenuhi syarat.

D. Sampling dan Pengujian Pangan Fortifikasi

Loka POM di Kabupaten Belu mendapatkan target jumlah
pangan fortifikasi sebanyak 5 sampel. Sampling Pangan Fortifikasi
dilakukan di Kabupaten Malaka dengan sasaran tempat sampling
yaitu sarana peredaran yang paling sering dikunjungi oleh
masyarakat di Kabupaten Malaka. Sampel pangan fortifikasi berupa
garam beryodium, minyak goreng sawit, dan tepung terigu. Telah
dilakukan uji terhadap 5 sampel pangan fortifikasi dengan uji kimia

dan uji mikrobiologi dan hasil uji 5 sampel memenuhi syarat.

E. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
1) Sarana Produksi Pangan dengan izin edar BPOM RI MD

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada
kajian analisis risiko yaitu dimana diprioritaskan pada sarana
produksi pangan dengan izin edar BPOM RI MD dengan
riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan dan sarana
yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.
Tujuan dilakukannya pemeriksaan sarana produksi pangan
dengan izin edar BPOM RI MD untuk mengetahui tingkat
kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu
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produk pangan yang diproduksi. Di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Belu terdapat 4 sarana pemeriksaan rutin industri
pangan dengan izin edar BPOM RI MD yang terdiri dari 2
sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), 1 sarana
yang memproduksi garam beryodium dan 1 sarana
memproduksi makanan non ekstrudat. Pada tahun 2024, telah
dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana dari target 4 sarana
pemeriksaan, 1 (satu) sarana yang memproduksi garam
beryodium tidak dapat diperiksa karena sarana tidak lagi
melakukan produksi garam.
2) Sarana Produksi Pangan IRT

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada
kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi
pangan IRT dengan riwayat/track record tidak memenuhi
ketentuan (sarana baru mendapatkan izin, sarana yang belum
pernah diperiksa). Pemeriksaan sarana produksi IRTP
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan
Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRT guna
menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang di
produksi.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Belu
melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana produksi IRTP di
wilayah kerja dengan hasil 3 sarana IRTP tidak memenuhi
ketentuan sehingga dibuatkan CAPA dan dilakukan perbaikan
pada sarana.

F. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.

Keamanan Pangan suatu kondisi dan upaya yang diperlukan
untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,
dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman
untuk dikonsumsi. salah satu kegiatan penting dalam Upaya untuk
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mencegah dan menjamin keamanan, mutu, dan juga kelayakan
konsumsi pangan yang beredar di Indonesia. BPOM khususnya UPT
Loka POM di kabupaten Belu yang mengawasi 2 wilayah yaitu
kabupaten Malaka dan juga kabupaten belu turut melakukan
pemeriksaan sarana distribusi pangan tersebut. Tujuan utama dari
pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh rantai
distribusi pangan mulai dari gudang penyimpanan, kendaraan
angkut, hingga tempat penjualan memenuhi standar kebersihan,
sanitasi, dan pengelolaan yang baik. Pemeriksaan dilakukan secara
rutin maupun insidental, terutama menjelang hari-hari besar atau
saat terjadi kelangkaan dan lonjakan harga pangan.

Target pemeriksaan sarana distribusi pangan oleh UPT Loka
POM di Kabupaten Belu pada tahun 2024 sebanyak 40 (empat puluh)
sarana yang terealisasi 100%. Pemeriksaan sarana distribusi pangan
di klasifikasikan menjadi sarana ritel tradisional, sarana ritel modern
dan juga pada gudang distributor. Pemeriksaan ini dilakukan untuk
mengetahui sarana yang tidak memenuhi ketentuan seperti sarana
yang menyalurkan produk pangan tanpa izin edar, recall, pangan
yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan kedaluwarsa.

Dari total 40 (empat puluh) sarana distribusi yang telah
diperiksa, 16 (enam belas) sarana berada di Kabupaten Belu dan 24
(dua puluh empat) sarana berada di Kabupaten Malaka. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 22 sarana distribusi
yang memenuhi ketentuan sedangkan yang tidak memenuhi
ketentuan (TMK) sebanyak 18 (delapan belas). Rincian hasil
pemeriksaan dapat dilihat pada grafik berikut.

Hasil pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan,
ditemukan 18 (delapan belas) sarana yang tidak memenuhi
ketentuan (TMK) dengan rincian di Kabupaten Belu ada 9 (sembilan)
dan di Kabupaten Malaka ada 9 (sembilan) sarana. Dari temuan 18
sarana yang TMK disebabkan oleh adanya sarana yang menjual
produk pangan dengan kondisi rusak, kedaluwarsa, TIE, dan tidak
memenuhi  ketentuan kebersihan. Untuk sarana yang tidak

memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan yang
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kedaluwarsa ada sebanyak 10 (sepuluh), untuk sarana yang menjual
produk TIE ada 1 (satu) , untuk sarana yang TMK karena menjual
produk yang rusak 2 (dua) dan TMK karena penilaian kebersihan ada
5 (lima) sarana.Temuan hasil pemeriksaan sarana TMK telah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berupa Pembinaan, Peringatan
dan juga peringatan keras. Barang temuan tersebut dilakukan

pemusnahan secara langsung.

Grafik 10. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
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G. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya
Keagamaan dan Tahun Baru

Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dilakukan dalam
rangka mengawasi dan melindungi masyarakat, terutama menjelang
perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal
dan Tahun Baru, dari kemungkinan beredarnya produk pangan
olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Contoh produk yang
termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), antara
lain produk tanpa izin edar, kedaluwarsa, rusak (penyok, kaleng
berkarat, dll) dan TMK label.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan di 130 (seratus tiga puluh)
sarana distribusi pangan (distributor dan ritel modern seperti
supermarket dan minimarket). Hasilnya, sekitar 98 (sembilan puluh
delapan) sarana (75,38%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 32 (tiga
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puluh dua) sarana (24,62%) lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan
(TMK) dengan temuan produk rusak, kedaluwarsa, dan tanpa izin
edar.

Dari hasil temuan tersebut, pelaku usaha diberikan sanksi
berupa peringatan. Untuk seluruh temuan produk pangan yang rusak
dilakukan pemusnahan oleh pemilik, sedangkan untuk temuan
produk pangan yang kedaluwarsa dan tidak berizin edar dilakukan
pemusnahan oleh pemilik dan sebagian diretur / dikembalikan ke
pemasok. Seluruh temuan dari hasil pemeriksaan tersebut telah
ditindaklanjuti dengan memberikan respon berupa peringatan, baik
secara langsung kepada pimpinan / penanggung jawab usaha,
maupun tembusan kepada stakeholder terkait di Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota serta Badan POM RI.

3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Pangan
Sertifikasi pangan olahan merupakan proses penting dalam rangka

menjamin mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang diproduksi
dan beredar di masyarakat. Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan bahwa
suatu produk pangan olahan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh
pemerintah maupun lembaga sertifikasi yang berwenang, seperti Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas terkait di tingkat daerah
bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan.

Loka POM di Kabupaten Belu memiliki tanggung jawab di dua
Kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Kedua wilayah
tersebut berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Letak wilayah
yang strategis memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha di
sekitarnya. Berdasarkan laporan fasilitasi pendampingan penerapan
CPPOB tahun 2024, terdapat potensi peningkatan jumlah pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Belu dan Malaka,
khususnya yang bergerak di bidang pangan olahan rumahan atau industri
rumah tangga (IRTP).

Saat ini, izin usaha makanan skala rumah tangga atau PIRT masih
dapat digunakan oleh pelaku usaha kecil. Namun, bagi UMKM yang ingin
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mengembangkan usahanya dan memperoleh izin edar BPOM RI MD,
tersedia program pendampingan untuk membantu proses tersebut. Agar
pelaku usaha memenuhi persyaratan dan standar keamanan pangan,
pembinaan tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
sangat penting. Melalui pembinaan ini, pelaku usaha akan memahami cara
produksi yang higienis dan sesuai standar, sehingga produk yang dihasilkan
menjadi lebih aman dan berkualitas. Dengan penerapan standar ini, produk
lokal akan lebih mudah diterima di pasar nasional maupun internasional.
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, Loka POM Kabupaten
Belu mengadakan program pendampingan khusus bagi UMKM yang ingin
mendapatkan izin edar BPOM RI MD. Program ini memberikan bimbingan
teknis CPPOB, pembuatan dokumen panduan mutu, serta penyusunan
dokumen registrasi untuk pendaftaran izin edar BPOM.
Tahapan pelaksanaan pendampingan tersebut meliputi:
1. Penetapan target UMK pangan olahan
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas penerapan cara
produksi pangan olahan yang baik serta kegiatan coaching clinic
pengajuan permohonan perizinan
3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan
4. Pelaporan

5. Monitoring pasca pendampingan

3.8. Profil UMKM Pangan Olahan Yang Didampingi (Data UMKM Dan Data

Produk)
Program pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka penerapan

Cara Produksi Pangan Olahan yang baik yang dilakukan Loka POM di Kabupaten
Belu tahun 2024 berjumlah satu UMKM sebagai target dan 2 UMKM sebagai

cadangan.

Tabel 13. Daftar Pelaku usaha yang dilakukan pendampingan oleh Loka POM di
Kabupaten Belu pada Tahun 2024

No | Pelaku usaha | Jenisrevisi | Kabupaten/ Keterangan
Kota
1 Cita Rasa Bakso Belu Telah mendapatkan
daging sapi sertifikasi CPPOB
2 King’s Nastar Belu Upload berkas di
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Bakery esertifikasi
terkendala di
pengisian beberapa
poin form penilaian
mandiri yang belum
dapat dilengkapi

3 Briman Kerupuk Belu Layout ruang
jantung produksi masih
pisang dalam tahap

renovasi dan
pengisian form
penilaian mandiri

A. Dukungan Fasilitasi Lintas Sektor terhadap Pendampingan
Pelaku UMKM Pangan Olahan
Adapun pihak yang ikut terlibat dalam mendampingi pelaku
UMKM pangan olahan antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Belu,
Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas PMPTSP Kabupaten
Belu, Dinas PMPTSP Kabupaten Malaka, Koperasi CU Kasih
Sejahtera, Dekranasda Kabupaten Belu, dan Dekranasda Kabupaten
Malaka. Dalam melakukan pendampingan UMKM, kolaborasi antara
instansi belum terintegrasi dengan baik, sehingga perlu adanya

koordinasi yang lebih intensif.

B. Profil Capaian Pendampingan

Tabel 14. Data Profil Capaian Pendampingan UMKM
No Pelaku usaha Sertifikat Nomor izin edar
CPPOB
1 Citra Rasa Sudah terbt Belum terbit
2 King’s Bakery (sebagai Belum terbit Belum terbit
cadangan)
3 Birman (sebagai cadangan) Belum terbit Belum terbit

3.9. Pelaksanaan
Pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan pangan lokal

sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan

meningkatkan gizi keluarga, terutama di era normal baru (new normal).
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Melalui Program Diversifikasi Pangan Lokal (DPL), pangan lokal
diharapkan menjadi sumber bahan pangan yang beragam dan berperan
penting dalam membangun sistem pangan nasional yang kuat dan
berkelanjutan. Untuk mendukung program ini, peran aktif pemerintah
sangat dibutuhkan, termasuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia.
Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku
UMKM pangan olahan, agar mereka mampu menerapkan Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Dengan menerapkan standar ini,
produk pangan UMKM dapat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu,
sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Berikut ini adalah
tahapan pembinaan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan

tersebut:

A. Penetapan Target Pendampingan
Proses seleksi UMKM pangan olahan yang akan didampingi
dilakukan melalui dua sumber data:
e Kunjungan UMKM ke layanan terpadu Loka POM Kabupaten Belu
e Data UMKM binaan dari stakeholder terkait

Dari data tersebut, dilakukan skrinning UMKM dengan
mempertimbangkan variabel berikut:
1. Sarana dan prasarana
2. Kepemilikani zin usaha
3. komitmen pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB dan

pengajuan registrasi pangan olahan

Berdasarkan data-data tersebut, didapatkan data UMKM yang
potensial untuk dilakukan pendampingan. Setelah dilakukan proses
verifikasi data, terpilih satu UMKM yang menjadi target pendampingan
di tahun 2024 dan dua UMKM lainnya sebagai Cadangan.

B. Pelaksanaan Bimtek CPPOB
Tahapan berikutnya dalam proses pendampingan adalah
bimbingan teknis terkait cara produksi pangan olahan yang baik.

Proses ini tahap awal untuk melakukan sosialisasi dan bertujuan
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untuk meningkatkan pemahan dari pelaku usaha dalam menerapkan
CPPOB

C. Pemeriksaan Sarana

Pelaku usaha pangan olahan yang menjadi target
pendampingan telah berhasil mendapatkan izin Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Sebelum izin tersebut
diterbitkan, dilakukan proses verifikasi langsung di lokasi usaha untuk
memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar menerapkan standar
CPPOB dengan baik. Hasil dari verifikasi menunjukkan bahwa sarana
produksi usaha tersebut mendapatkan penilaian dengan rating "A",
yang berarti sangat baik dan memenuhi semua persyaratan yang
ditetapkan.

No Pelaku Produk Sertifikat Keterangan
usaha CPPOB

Cita Rasa Bakso Nomor PW | Telah terbit
daging sapi | S.04.09.33C | IP CPPOB
.12.24
7457.PU
tanggal 05
Desember
2024

3.10. Pemantauan lklan dan Label

A. Pengawasan lklan

Selain melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana
produksi, distribusi dan pelayanan, Badan POM juga melakukan
pengawasan terhadap iklan sebagai implementasi terhadap fungsi
pengawasan post market produk yang mencakup iklan dari sediaan
farmasi (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan,
Kuasi), Pangan dan Rokok yang dilakukan oleh Loka POM di
Kabupaten Belu. Pengawasan iklan bertujuan untuk mengetahui
kepatuhan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya secara
benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari iklan yang tidak
obyektif. berlebihan/superlatif dan menyesatkan. Sasaran media

iklan yang dipantau antara lain media cetak, media elektronik
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(teknologi informasi) dan media luar ruang.

Pengawasan iklan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
informasi yang menyesatkan, berlebihan, atau tidak sesuai
kebenaran terkait produk yang diawasi BPOM, seperti obat, obat
tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, kosmetik, dan pangan
olahan. Berikut fungsi utamanya: mengetahui kepatuhan pelaku
usaha dalam mempromosikan produknya secara benar sehingga
dapat melindungi masyarakat dari iklan yang tidak obyekiif,
berlebihan/superlatif, dan menyesatkan. Pemantauan iklan juga
merupakan salah satu wujud pengawasan post market produk yang
mencakup iklan dari sediaan farmasi (Obat, Obat Tradisional,
Kosmetik, Kuasi, Suplemen Makanan), Pangan dan Rokok yang
dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu. Sasaran media iklan
yang dipantau antara lain media cetak, media elektronik (teknologi
informasi) dan media luar ruang. Pemantauan iklan di media
elektronik meliputi pemantauan di radio, televisi, dan internet.

1. Pengawasan Iklan Produk Obat
Pengawasan iklan produk obat tahun 2024 dilakukan terhadap
26 (dua puluh enam) iklan yang terbagi menjadi 5 (lima) iklan di
media elektronik, 1 (satu) iklan di media luar ruang dan 20 (dua
puluh) iklan di media cetak. Dari pengawasan iklan yang
dilakukan, ditemukan 5 (lima) iklan produk obat (19,23%) yang
tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan 21 (dua puluh satu) iklan
produk obat (80,77%) yang memenuhi ketentuan (MK).

2. Pengawasan Iklan Rokok (Produk Tembakau)
Pengawasan iklan rokok tahun 2024 dilakukan terhadap 15 (lima
belas) iklan di media cetak. Dari hasil pengawasan, ditemukan 4
(empat) iklan rokok (26,67%) memenuhi ketentuan (MK) dan 11
(sebelas) iklan rokok (73,33%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

3. Pengawasan Iklan Kosmetik
Pengawasan Iklan Kosmetik pada tahun 2024 dilakukan
terhadap 110 (seratus sepuluh) iklan dengan rincian sebagai
berikut : 50% iklan di media online, 30% iklan di media elektronik,

10% iklan di media cetak, dan 10% iklan di media luar ruang. Dari
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hasil pengawasan didapatkan hasil 80 (delapan puluh) iklan
Memenuhi Ketentuan (72,73%), 12 (dua belas) iklan Memenuhi
Ketentuan data dukung Surat (10,91%), dan 18 (delapan belas)
iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (16.36%).

4. Pengawasan lklan Obat Tradisional
Pengawasan lklan Obat Tradisional pada tahun 2024 dilakukan
terhadap 15 (lima belas) iklan dengan rincian sebagai berikut :
25% iklan di media E-commerce, 20% iklan di media sosial, 10%
iklan di media website, 5% iklan di media internet (lain-lain), 15%
iklan di media TV nasional, 0% iklan di media penyiaran lokal,
dan 25% iklan di media lain-lain. Dari hasil pengawasan
didapatkan hasil 10 (sepuluh) iklan Memenuhi Ketentuan
(66,67%) dan 5 (lima) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan
(33,33%).

5. Pengawasan lIklan Obat Kuasi
Pengawasan lklan Obat Kuasi pada tahun 2024 dilakukan
terhadap 5 (lima) iklan dengan rincian sebagai berikut : 25% iklan
di media E-commerce, 20% iklan di media sosial, 10% iklan di
media website, 5% iklan di media internet (lain-lain), 15% iklan di
media TV nasional, 0% iklan di media penyiaran lokal, dan 25%
iklan di media lain-lain. Dari hasil pengawasan didapatkan hasil
4 (empat) iklan Memenuhi Ketentuan (80%) dan 1 (satu) iklan
Tidak Memenuhi Ketentuan (20%).

6. Pengawasan lklan Suplemen Kesehatan
Pengawasan lIklan Produk Suplemen Kesehatan pada tahun
2024 dilakukan terhadap 10 (sepuluh) iklan dengan rincian
sebagai berikut : 25% iklan di media E-commerce, 20% iklan di
media sosial, 10% iklan di media website, 5% iklan di media
internet (lain-lain), 15% iklan di media TV nasional, 0% iklan di
media penyiaran local, dan 25% iklan di media lain-lain. Dari hasil
pengawasan didapatkan hasil 8 (delapan) iklan Memenuhi
Ketentuan (80%) dan 2 (dua) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan
(20%).
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7. Pengawasan lklan Pangan

Pengawasan iklan pada tahun 2024 terhadap produk pangan

dilakukan pada 61 (enam puluh satu) iklan di media cetak,

elektronik, internet, dan luar ruang dengan hasil 55 (lima puluh

lima) iklan Memenuhi Ketentuan (90,16%) dan 6 (enam) iklan

Tidak Memenuhi Ketentuan (9,84%).

Uraian penilaian iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

pada masing-masing produk

a. Penggunaan kalimat superlatif dan komparatif tanpa disertai
bukti dukung dan kalimat yang mendiskreditkan produk lain;

b. Iklan produk pangan tanpa izin edar; dan

c. Menampilkan visual yang melanggar norma (adegan
berbahaya, SARA, dll).

B. Pengawasan Label
Pengawasan label dilakukan terhadap seluruh produk terapetik
yang disampling yang termasuk dalam kelompok sampling rutin (JKN
dan Non JKN), sampling kasus, dan sampling ruang lingkup. Selain
itu, pengawasan label juga dilakukan pada komoditas Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Obat Kuasi dan
Pangan. Pengawasan label ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari
kewajiban Badan POM dalam melakukan pengawasan post-market.
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten
Belu dengan cara pengumpulan data penandaan obat dan rokok yang
beredar berupa dus, etiket, catch cover/amplop, brosur, strip/blister
dan ampul/vial. Pengawasan label dan iklan untuk produk terapetik
dan tembakau telah dilaporkan secara elektronik dengan
menggunakan SIPT sejak Maret 2014.
1. Label Obat dan Rokok
a. Pengawasan Label Obat
Pengawasan label produk obat tahun 2024 dilakukan
terhadap 25 (dua puluh lima) sampel produk obat. Dari

pengawasan yang dilakukan, ditemukan total 25 (dua puluh
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lima) label produk obat (100%) telah memenuhi ketentuan
(MK).
b. Pengawasan Label Rokok
Pengawasan label produk rokok tahun 2024 dilakukan
terhadap 36 (tiga puluh enam) sampel rokok. Dari
pengawasan label yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) label
produk rokok (11,11%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan
32 (tiga puluh dua) label produk rokok (88,89%) yang
memenuhi ketentuan (MK).
2. Label Obat Tradisional
Terhadap sampel Obat Tradisional yang disampling terlebih
dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100%
dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Pada
tahun 2024 telah dilakukan pemantauan terhadap penandaan
produk Obat Tradisional sebanyak 10 (sepuluh) label dengan
hasil keseluruhan label Memenuhi Ketentuan (100%).
3. Label Obat Kuasi
Penandaan produk Obat Kuasi yang dilakukan evaluasi
terhadap penandaan sebanyak 1 (satu) produk dengan hasil 1
(satu) label Memenuhi Ketentuan (100%).
4. Label Suplemen Kesehatan
Penandaan produk Suplemen Kesehatan yang dilakukan
evaluasi terhadap penandaan sebanyak 5 (lima) label dengan
hasil hasil keseluruhan label Memenuhi Ketentuan (100%).
5. Label Kosmetik
Penandaan produk Kosmetik yang dilakukan evaluasi
terhadap penandaan sebanyak 30 (tiga puluh) label dengan hasil
keseluruhan label Memenuhi Ketentuan (100%).
6. Label Pangan Olahan
Pemeriksaan label atau penandaan pada tahun 2024
terhadap sampel pangan sebanyak 55 (lima puluh lima) produk
memberikan hasil yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) label
Memenuhi Ketentuan (67,27%) dan 18 (delapan belas) label
Tidak Memenuhi Ketentuan (32,73%).
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Uraian hasil penilaian label/penandaan yang Tidak

Memenuhi Ketentuan (TMK) pada masing-masing produk:

a. Tidak menggunakan logo halal yang disetujui;

b. Desain label (gambar & tulisan) tidak sesuai dengan yang
disetujui;

c. Informasi nilai gizi yang dicantumkan berbeda dengan yang
disetujui;

d. Tidak mencantumkan nomor bets / kode produksi, tanggal
produksi, tanggal kedaluwarsa, informasi nilai gizi, berat bersih,
komposisi bahan, dan cara penyimpanan;

e. Mencantumkan logo halal pada produk yang tidak perlu;

f. Komposisi / bahan baku yang dicantumkan tidak sesuai
dengan yang disetujui;

g. Menggunakan nomor izin edar yang tidak berlaku; dan

h. Mencantumkan klaim Kesehatan.

3.11. Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Sebagai salah satu wilayah perbatasan antara Republik Indonesia
dan Timor Leste, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menjadi wilayah
yang rawan akan peningkatan penyebaran komoditas Obat dan Makanan
yang tidak memenuhi standar dan beresiko terhadap kesehatan
masyarakat. Hal ini terjadi karena banyaknya jalan alternatif dari Timor
Leste yang bisa dilewati oleh oknum-oknum untuk mengedarkan Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi standar di wilayah kabupaten Belu dan
kabupaten Malaka. Loka POM di Kabupaten Belu memiliki fungsi
penindakan yang bertugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang
penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Obat dan Makanan.

Adapun kegiatan fungsi penindakan berdasarkan Keputusan Kepala
BPOM No. 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
meliputi kegiatan cegah tangkal, siber, inteligen, dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan.

—
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A. Cegah Tangkal
Fungsi cegah tangkal di diimplementasikan melalui pemetaan
kerawanan kejahatan Obat dan Makanan untuk dianalisa dan
dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi pencegahan
kejahatan Obat dan Makanan. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat
dan Makanan dilakukan dengan menginput dan mengkompilasi data
kerawanan kejahatan di seluruh Indonesia melalui aplikasi dashboard

penindakan (https://penindakan.pom.go.id).

Pemetaan rawan kasus merupakan kegiatan pencegahan tindak
pidana Obat dan Makanan yang dilakakukan melalui pengumpulan
data rawan kasus berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan,
investigasi, dan koordinasi di lintas sektor sehingga diperoleh
gambaran perkiraan kerawanan tindak pidana dibidang Obat dan
Makanan di wilayah Indonesia.

B. Siber

Fungsi siber dalam pengawasan Obat dan Makanan merupakan
salah satu cara agar petugas mendapat informasi berupa
pengumpulan bahan keterangan dengan melakukan kegiatan
pengawasan online atau patroli siber untuk mendeteksi adanya
penjualan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengawasan peredaran penjualan Obat dan Makanan
ilegal yang dilakukan di ranah siber, Loka POM di Kabupaten Belu
menjaring sebanyak 39 tautan yang menjual Obat dan Makanan yang
tidak memenuhi ketentuan secara online yang semuanya terdapat di
Kabupaten Belu. dan telah dilaporkan kepada Direktorat Siber Obat
dan Makanan Deputi Bidang Penindakan pada setiap bulan untuk

dilakukan takedown.

Tabel 15. Tabel Data Tautan yang direkomendasi Takedown per bulan tahun 2024

Obat : Pangan .
No Bulan Tradisional Kosmetik Olahan Total link
1 | Januari - 4 6 10
2 Februari - 4 1 5

—
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3 | Maret - 2 1 3
4 | April - 1 2 3
5 | Mei 1 2 - 3
6 | Juni - 2 1 3
7 | Jduli - - 2 2
8 | Agustus - 1 1 2
9 | September - - 2 2
10 | Oktober - - 3 3
11 | November - 1 - 1
12 | Desembar - - 2 2

Total 1 17 21 39

C. Inteligen
Kegiatan inteligen dibidang Obat dan Makanan penting
dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang adanya
pelanggaran yang terjadi ditengah masyarakat. Kegiatan Intelijen
dilakukan untuk mengetahui lebih akurat kegiatan yang memiliki
indikasi pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengumpulan bahan keterangan

(pulbaket), pengamatan, pemeriksaan setempat maupun pembelian

sampel baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Adapun fungsi intelijen di bidang Obat dan Makanan perlu
memuat hal-hal sebagai berikut.

a. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencari,
menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta
menyajikannya sebagai bahan masukan penanganan kejahatan
di bidang Obat dan Makanan;

b. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan penggalangan
untuk kepentingan deteksi dan pencegahan kejahatan di bidang
Obat dan Makanan;

c. Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan intelijen dengan
tujuan agar kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat

digagalkan.

—
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Output dari kegiatan intelijen maupun operasi intelijen adalah
laporan informasi yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya hukum
(pro justitia) maupun pengawasan (pembinaan). Selama tahun 2024,
tidak ada kegiatan inteligen yang dilakukan oleh Loka POM di
Kabupaten Belu.

D. Penyidikan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil pengawasan

sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Selama tahun

2024, Loka POM di Kabupaten Belu tidak memiliki target kasus,

sehingga kegiatan penyidikan kasus pelanggaran Obat dan Makanan

tidak dilakukan tetapi dilakukan oleh Balai Koordinator (BPOM di

Kupang). Petugas Loka POM di Kab Belu mendukung tugas

penyidikan yang dilakukan oleh BPOM di Kupang dan sebanyak 1

kasus yang berkasnya sudah lengkap dan sudah putusan pengadilan.

3.12. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

Loka POM di Kabupaten Belu sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM
memiliki fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan
pengaduan masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Fungsi tersebut
dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan
pengawasan Obat dan Makanan. Partisipasi aktif dari masyarakat
diperlukan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan optimal
sehingga masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak
memenuhi ketentuan.

Kegiatan terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan
Layanan Pengaduan Konsumen di Loka POM di Kabupaten Belu
dilaksanakan oleh fungsi Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan Unit
Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dengan memaksimalkan berbagai
media dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat di wilayah kerja Loka

POM di Kabupaten Belu, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

—
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Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta
peran aktif masyarakat dalam memilah, memilih, dan mengonsumsi produk

Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu.

A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Belu melalui fungsi Infokom
melaksanakan berbagai kegiatan KIE. Berbagai kegiatan KIE
dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kerja Loka
POM di Kabupaten Belu, agar dapat melindungi diri dari Obat dan
makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan berisiko bagi
kesehatan.

Sepanjang tahun 2024, kegiatan KIE dilaksanakan oleh Loka
POM di Kabupaten Belu melalui berbagai kegiatan, diantaranya
adalah KIE melalui Penyebaran Informasi secara langsung ke
masyarakat, KIE melalui konten media sosial, dan KIE melalui media
cetak dan elektronik. Kegiatan KIE melalui Penyebaran Informasi
secara langsung yang dilakukan antara lain penyuluhan, sosialisasi,
dan bimbingan teknis. Selain itu, kegiatan KIE Obat dan makanan juga
dilakukan dengan bekerja sama dengan stakeholder dan media
massa. Kegiatan KIE melalui konten media sosial dilakukan dengan
menggunakan akun resmi Instagram, Facebook, dan Youtube milik
Loka POM di Kabupaten Belu. Adapun kegiatan KIE melalui media
cetak dan elektronik dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu
dengan menggunakan brosur/leaflet, spanduk, dan radio. Rincian
kegiatan KIE oleh Loka POM di Kabupaten Belu dapat dilihat pada
Tabel 14.

Tabel 16. Jumlah Kegiatan KIE Obat dan Makanan

No Jenis KIE Jumlah Keterangan

1 | KIE melalui Penyebaran 8 Penyuluhan, sosialisasi,
Informasi langsung ke bimbingan teknis
masyarakat

—
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2 KIE melalui konten media 40 Instagram, Facebook, dan
sosial Youtube
3 | KIE melalui media cetak 7 Pamflet, spanduk, dan
dan elektronik radio
Jumlah 51

B. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan melalui

Penyebaran Informasi
Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu telah

melaksanakan kegiatan KIE melalui Penyebaran Informasi langsung

ke masyarakat sebanyak 8 (delapan) kali. Kegiatan tersebut terdiri
dari 4 (empat) kegiatan dengan anggaran DIPA dan 3 (tiga) kegiatan

Non DIPA dengan jumlah total peserta 1160 orang. Berikut

merupakan rincian kegiatan KIE melalui Penyebaran Informasi

langsung ke masyarakat:

a. Penyuluhan keamanan pangan kepada para pelaku usaha
industri rumah tangga di Kabupaten Belu dalam rangka
pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dihadiri oleh 40 pelaku
usaha industri rumah tangga di Kabupaten Belu.

b. Bimbingan teknis terkait CPPOB bagi pelaku usaha IRTP di
Kabupaten Belu, dihadiri oleh 40 pelaku usaha industri rumah
tangga di Kabupaten Belu.

c. Bimbingan teknis terkait AMR kepada penanggung jawab sarana
pelayanan/distribusi kefarmasian di Kabupaten Belu, dihadiri
oleh 40 orang.

d. Bimbingan teknis terkait CPPOB bagi pelaku usaha IRTP di
Kabupaten Malaka, dihadiri oleh 40 pelaku usaha industri rumah
tangga di Kabupaten Malaka.

e. Penyebaran Informasi KIE bersama tokoh masyarakat yaitu
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena,
S.Si., Apt., yang dilaksanakan di 3 titik di Kabupaten Belu dan 1
titik di Kabupaten Malaka, dengan jumlah peserta di tiap titik

—
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sebanyak 250 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak
1000 orang.

C. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Melalui Media

Loka POM di Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan KIE
melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram,
Facebook, dan YouTube. Kanal-kanal ini dimanfaatkan untuk
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, guna meningkatkan
pengetahuan publik mengenai Obat dan Makanan. Penggunaan
media sosial disesuaikan dengan konteks budaya yang melekat di
wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu (Kabupaten Belu dan
Kabupaten Malaka). Dengan memanfaatkan konteks budaya yang
ada di masyarakat, dapat mempermudah penerimaan informasi oleh
masyarakat setempat. Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten
Belu telah memproduksi konten di sosial media sebanyak 40 (empat
puluh) konten yang berisi informasi seputar Obat dan Makanan.

Dengan rincian data jumlah konten di sosial media sebagai berikut :

Tabel 17. Jumlah Konten Sosial Media

No. Bulan Jumlah

Posting
1. | Januari 3
2. | Februari 5
3. Maret 3
4. | April 3
5. | Mei 3
6. |Juni 3
7. | Juli 3
8. | Agustus 3
9. | September 3
10. | Oktober 3
11. | November 3
12. | Desember 5
Jumlah 40

Tingkat penjangkauan informasi dilakukan dengan melakukan
monitoring data analitik dari setiap konten dalam kurun waktu satu
bulan. Selama tahun 2024, jumlah view mengalami peningkatan
setelah Bulan Juli, dan puncak viewers terbanyak terdapat pada Bulan

—
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Desember dengan jumlah views 815 (delapan ratus lima belas) dari
total 5 (lima) konten yang dipublikasikan pada bulan tersebut.

Grafik 11. Grafik jumlah jangkauan informasi
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Loka POM di Kabupaten Belu juga melakukan kegiatan KIE
dengan memanfaatkan media elektronik yaitu radio. Petugas Loka
POM di Kabupaten Belu bekerja sama dengan Radio Republik
Indonesia (RRI) Atambua untuk melaksanakan penyebaran informasi
dan edukasi terkait Obat dan Makanan dalam program acara
‘Atambua Siang Ini’. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak
2 (dua) kali.

Selain melalui media sosial dan media elektronik, Loka POM di
Kabupaten Belu melakukan KIE menggunakan media cetak seperti
spanduk di 4 titik lokasi dan pamflet dengan judul ‘Fun Walk 2024,
Have fun with us and become a smarts consumers’. Di dalam pamflet
yang dibagikan saat dilaksanakan kegiatan Fun Walk dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) BPOM, termuat informasi
mengenai profil Loka POM di Kabupaten Belu, waspada Pangan

Tanpa Izin Edar (TIE), pengenalan bahan berbahaya pada pangan.

—
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Fo T o ll 702 @Y

—— Have fun with us and become a
smarts consumer

x

Yuk mengenal Loka
POM di Kab. Belu

Holo #SahobotBPOM, komu sudoh tahu belum tentang Loka
POM? Jodi, Loka POM itu adaloh saloh satu unit peloksana
teknis atou kepanjongan tangan dori BPOM. Berikut ini
beberapa hol Yong periu komu ketohul tentang Loka POM:

+ Bertugos melakukan pengowasan Obot (obat, bohan
obat. narkotika, psikotropika, prekursor, zot Gdiktif, obat
bahan alom. suplemen kesehatan, kosmetik) dan
Makanan (pangan olahan) sesual dengan ketentuon
peroturan perundang-undangan.

= Menerima layonan pengaduon terkoit Obat dan Makanan.

= Menerima loyonan pendoftaran produk Obat dan
Makanan.

w H * Memberikan bontuan pengusan sampel Cbat don
W "ﬂm”.;;g"w Izin siedadlase ey il

Setiop produk Obot dan Mokanan yang beredar di

. Pangon
dengon. NIE lebih terjornin: keomanannya korena  telah 1 Formalin : disalahgunakan untuk mengawetkon mi don
menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

disalahgunakan untuk merenychkan kerupuk

NIE pada pangan berupa:
BPOM RI MD 123456789 atau
BPOM RI ML 123456789.

dan mengenyalkan bakso.
5. Rhodamin B : disalohgunakan sebagal pewarna merah.
4Methanyl yellow: disalohgunakan sebogal  pewarna

CONTOH Pangon TIE: Sosis Perdix kuning.

untuk memastikon NIE pado lobel
produk masih berlaku maka kamu 1
biso unduh aplikasi BPOM Mobile

Fun Games:

Buat video ucapan terbaik untuk ulang tahun

Contact Information: BPOM| ponglbersl orapanmo. Uitk BEOM]
Lalu follow dan tag akun Instagram BPOM Belu

081331510092 dan 5 akun temanmu. Ada hadich untuk 2

@ bpom.belu orang terbaik. Batas pengiriman 5 Februarij
2024.

ﬁ bpom belu

o
Jalan DR G. A Siwabessy, Kec F
Atambua Barat, Kab. Belu

Gambar 3. Pamflet Fun Walk 2024

Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen

Kegiatan layanan informasi konsumen dan pengaduan konsumen
dilakukan oleh ULPK Loka POM di Kabupaten Belu. Masyarakat dapat
melakukan akses pelayanan dengan datang secara langsung ke Kantor
Loka POM Belu, Mall Pelayanan Publik (MPP) Timor Atambua (Setiap Hari
Senin pukul 09.00 — 15.00 WITA) dan MPP Kabupaten Malaka (melalui
barcode), telepon/fax, whatsapp, email, media sosial, ataupun melalui surat.
Untuk melakukan akses pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat,
persyaratan yang harus dibawa diantaranya yaitu, identitas pemohon,
identitas produk yang diadukan, jenis informasi yang dibutuhkan, serta
tujuan permintaan informasi.

Pada tahun 2024 di Loka POM Kabupaten Belu terdapat 5 (lima)
pengaksesan dalam pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

dengan jenis layalayanan pengaduan dan permintaan informasi.
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Tabel 18. Jumlah pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

Pengaduan dan | g iy ag;
No. Lokus permintaan CPPOB Total
informasi
Loka POM di
L Kabupaten Belu 5 0 5

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) orang melakukan
pelaporan secara langsung di kantor Loka POM Belu dan 4 (empat)
lainnya mengakses layanan melalui whatsapp Loka POM di
Kabupaten Belu.

Tabel 19. Jenis sarana informasi yang digunakan oleh masyarakat untuk
mengakses pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat

No Jenis Sarana Jumlah

Informasi
Langsung
Telepon
Fax
Surat
Email
SMS
Media Sosial
Kotak Saran
Whatsapp
Aplikasi lain (Hallo
BPOM)

TOTAL

Blo|o|~No|ja|s|win(e
O~ OIOIOIOO0O|O|O|K

ol

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu telah
menerima 5 (lima) layanan publik yang telah ditindaklanjuti. Jenis
profesi masyarakat yang mengakses pelayanan informasi konsumen
dan pengaduan konsumen di Loka POM di Kabupaten Belu

diantaranya adalah apoteker, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Tabel 20. Jenis profesi masyarakat yang melakukan permintaan informasi dan
pengaduan

No Jenis Pekerjaan Jumlah
Apoteker 2
Dokter

Karyawan Swasta

LSM

Pelaku Usaha

Tenaga Kesehatan Lain

—
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7. Pelajar/mahasiswa 0
8. Wartawan 0
9. Masyarakat Umum 2
10. Ibu Rumah Tangga 0

TOTAL 5

E. Pemantauan Toxicovigilans

Selama tahun 2024 berdasarkan data yang terdapat di Balai
POM di Kupang terdapat 6 (enam) kasus keracunan pangan yang ada
di Kabupaten Belu. Pengumpulan data ini dilakukan dengan
pelaporan secara langsung data kasus keracunan yang terjadi di
rumah sakit melalui aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Keracunan
(spimker) yang dimiliki oleh Badan POM. Loka POM di Kabupaten
Belu secara aktif melakukan koordinasi dengan sarana pelayanan
kesehatan setempat untuk melakukan pelaporan apabila terjadi kasus
keracunan.

F. Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan
Obat dan Makanan melalui Tim Pengawasan Keamanan Pangan
tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten
Belu telah melaksanakan kegiatan advokasi/koordinasi dengan
pemangku kepentingan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan advokasi/koordinasi
disampaikan juga permasalahan-permasalahan terkait Obat dan
Makanan di masing-masing daerah untuk mencari solusi dari
permasalahan seperti, temuan hasil pengawasan terhadap sarana
pelayanan kefarmasian di masing masing kabupaten/kota, hasil
pengawasan PIRT dan UMKM pada masing-masing kabupaten/kota,
pendampingan perbaikan hasil pengawasan (CAPA) sarana
pelayanan  kefarmasian, pembinaan UMKM di kab/kota,
pendampingan pendaftaran ijin edar produk, juga pengawalan Dana
Alokasi Khusus (DAK) pengawasan Obat dan Makanan untuk
Kabupaten Belu dan Malaka, pengawasan produk Obat dan Makanan

menjelang hari raya bersama lintas sektor, dan pengurusan hibah
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tanah dengan pemerintah kabupaten Belu ataupun pengurusan balik
nama/ganti nama tanah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Atambua.

Kegiatan dengan pemangku kepentingan juga terkait
peningkatan pemahaman cara peredaran pangan olahan yang baik
kepada pelaku usaha dan menggalang/mengundang juga Pemerintah
Kabupaten Belu yang diwakili oleh wakil bupati, pimpinan/mewakili
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, pimpinan/mewakili dari Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, pimpinan/mewakili
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Belu, pimpinan/mewakili dari satgas
Pengamanan Perbatasan (PAMTAS)/TNI, pimpinan/mewakili dari
Kepolisian Resor Belu, Bea Cukai Atambua, dan Satuan Karya (SAKA
POM) Kab Belu.

Koordinasi juga dilakukan untuk memantau Anti Microbial
Resistensi (AMR) dengan melakukan kegiatan Joint Inspection
bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan di Kabupaten Belu
dan Malaka. Kegiatan ini untuk melakukan pengawasan terkait
penjualan antibiotik apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak di
sarana pelayanan kefarmasian atau di distibutor obat hewan atau
ternak hewan.

Kegiatan dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu
bimbingan teknis terkait AMR dan juga dukungan terkait tolak AMR
dan Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) sesuai dengan ketentuan
kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian di
Kabupaten Belu. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah Kabupaten
Belu yang diwakili oleh asisten 1 Sekda Belu, pimpinan/mewakili dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Organisasi profesi yaitu lkatan
Apoteker Indonesia cabang Belu, lkatan Dokter Indonesia cabang
Belu, Ikatan Bidan Indonesia cabang Belu, dan perwakilan dari civitas
akademika/Universitas Timor.

Selain itu juga dilaksanakan koordinasi terkait Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Malaka dan Belu terkait

peran dan tugas dari Badan POM dalam pengawasan sarana
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produksi pangan fortifikasi, sampling produk pangan fortifikasi, dan
penyebaran informasi terkait keamanan pangan.

Koordinasi juga dilakukan dalam pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah perbatasan. Kegiatan ini dilakukan dengan Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain, Balai Karantina Ikan,

Kepolisian Resort Belu, dan Kantor Bea Cukai Atambua.

Tabel 21. Kegiatan Advokasi/Koordinasi Pada Tahun 2024

Z
o

Bulan Jumlah Kegiatan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
10. | Oktober
11. | November
12. | Desember
TOTAL
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BAB IV
MASALAH

Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kabupaten
Belu merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan khususnya di
Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga harus dapat mengantisipasi dinamika
lingkungan strategis terkait kesehatan. Loka POM di Kabupaten Belu memiliki
tanggung jawab di dua wilayah dengan rincian kabupaten Belu dan kabupaten
Malaka. Wilayah dua kabupaten tersebut menjadi perbatasan langsung dengan
negara Timor Leste, karena letak yang strategis dan potensi ekonomi yang
mumpuni diharapkan menjadi keuntungan bagi pelaku usaha di sekitar wilayah
tersebut. Dengan adanya potensi ekonomi tersebut, jumlah pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Belu dan Malaka terus
mengalami peningkatan. Perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan,
harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan
kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi
persyaratan. Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan
sesuai dengan Sasaran Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2020-2024,
permasalahan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Belu sebagai berikut:
4.1. Masalah Internal
A. Bangunan Kantor
Loka POM di Kabupaten Belu sudah memiliki bangunan kantor
sendiri, tetapi masih perlu penataan dan juga perawatan untuk
mengoptimalkan fungsi sehingga belum dapat memberikan
kenyamanan yang terbaik bagi pegawai dalam bekerja, maupun
pemangku kepentingan dan masyarakat. Namun Loka POM di
Kabupaten Belu tetap berupaya memenuhi sarana dan prasarana
terutama untuk pelayanan publik.
B. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk pengawasan rutin

dan juga tugas penunjang/ketatausahaan.

—
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C. Modal Transportasi dalam Melakukan Pengawasan

Loka POM di Kabupaten Belu memiliki kendaraan dinas yang
berasal dari Balai POM di Kupang berupa 1 mobil operasional (APV)
dan 1 motor dinas (Supra x) dengan jumlah terbatas. Sehingga, ketika
pelaksanaan kegiatan pengawasan, tidak jarang kendaraan
operasional seluruhnya telah terpakai, namun masih membutuhkan
kendaraan dalam melakukan kegiatan pengawasan lainnya.
sedangkan untuk menyewa kendaraan perlu dana yang lebih besar.
Selain itu, kondisi jalan yang rusak dengan kontur tanah yang naik
turun sehingga memerlukan tipe kendaraan yang dapat menjangkau
kondisi jalan tersebut (double gardan).

D. Kompetensi SDM

Dalam hal teknis pengawasan Obat dan Makanan belum
memadai sehingga perlu adanya pengembangan kompetensi secara
konsisten. Selama Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Belu telah
membuat perencanaan pengembangan kompetensi dan evaluasi
terkait rencana pengembangan kompetensi. Selain mengikuti
pelatihan secara luring maupun memanfaatkan pelatihan melalui
IDEAS.

E. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi ke masyarakat yang masih belum
merata dan menjangkau semua masyarakat di Kabupaten Belu dan
Malaka sehingga belum semua masyarakat memahami informasi
Obat dan Makanan yang Aman. Selama Tahun 2024, Loka POM di
Kabupaten Belu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait
kegiatan bersama untuk melakukan penyampaian informasi.

F. Penjualan Makanan Tanpa ljin Edar (TIE)

Penjualan Makanan Tanpa ljin Edar (llegal) secara daring
mengharuskan adanya alat dan keterampilan khusus bagi petugas
dalam melakukan kegiatan pembinaan atau penyelidikan tindak
pidana obat dan makanan secara daring. Selama Tahun 2024,
petugas telah melakukan patroli cyber atau penjajakan digital untuk
melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang

dilakukan secara daring.

—
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4.2. Masalah Eksternal
A. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Pelaku Usaha
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha sehingga
terjadi pelanggaran yang berulang. Selama Tahun 2024, telah
dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan
KIE kepada pelaku usaha melalui workshop terkait cara peredaran
pangan olahan yang baik.
B. Tindak Lanjut Lintas Sektor yang Belum Optimal
Belum optimalnya lintas sektor dalam menindaklanjuti
rekomendasi perbaikan hasil pemeriksaan oleh petugas (pembuatan
CAPA). Selama Tahun 2024, dilakukan koordinasi dengan lintas
sektor dan permintaan kembali tindakan perbaikan kepada pelaku
usaha, serta monitoring dan evaluasinya.
C. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Masyarakat dan Kesadaran
Pelaku Usaha Tentang Resistensi Antibiotik
Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran
pelaku usaha tentang resistensi antibiotik. Namun selama Tahun
2024, petugas Loka POM di Kabupaten Belu telah melakukan KIE
terkait resistensi antimikroba melalui sosialisasi dan juga joint
inspection bersama dinas kesehatan dan dinas peternakan untuk
melakukan pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian dan di
sarana distribusi obat ternak atau peternak.
D. Keterbatasan Modal dan Kemampuan Pelaku Usaha
Keterbatasan modal dan kemampuan pelaku usaha terutama
UMKM dalam pemenuhan standar cara produksi sesuai peraturan
yang berlaku. Selama Tahun 2024, petugas Loka POM di Kabupaten

Belu melakukan pendampingan terkait pemenuhan standar cara

produksi.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Loka POM di

Kabupaten Belu tahun 2024, maka yang dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi dan 66 sarana
distribusi Obat dan Makanan (OMKA) di Kabupaten Belu dan Kabupaten
Malaka. Masih ditemukan beberapa penyimpangan terkait dengan
administrasi dan operasional pengelolaan obat untuk sarana pelayanan
kefarmasian, mengedarkan produk Tanpa lIzin Edar, Rusak, TMK label
untuk sarana distribusi OT, kosmetik dan pangan.

2. Kegiatan sampling dilakukan terhadap sampel produk yaitu produk pangan
sebanyak 55 (lima puluh lima) sampel, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima)
sample acak (random), dan 15 (lima belas) sampel targeted, produk
kosmetika sebanyak 30 (tiga puluh) sampel terdiri atas 21 (dua puluh satu)
sampel acak dan 9 (sembilan) sampel targeted, produk terapetik sebanyak
25 (dua puluh lima) yang terdiri dari 20 (dua puluh) sampel acak dan 5 (lima)
sampel targeted, produk Obat Tradisional sebanyak 10 (sepuluh) sampel.
Produk obat kuasi dengan target sampling dan pengujian sampel sebanyak
1 (satu) sampel, dan produk Suplemen Kesehatan sebanyak 5 (lima)
sampel. Dengan rincian total sampel sebagai berikut : 1 (satu) sampel
targeted dari sarana dan 4 (empat) sampel acak. Pelaksanaan sampling
sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Loka POM di Kabupaten
Belu juga melaksanakan pengawasan keamanan pangan melalui
pemeriksaan jajanan buka puasa, pemeriksaan Pangan Jajanan Anak
Sekolah.

3. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat
dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan KIE berupa kegiatan
workshop dan bimbingan teknis kepada masyarakat, KIE melalui media
sosial (Instagram dan Facebook) dan KIE melalui media elektronik yaitu
melalui radio yang bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) di

Kabupaten Belu, serta kegiatan KIE juga dilakukan menggunakan media

—
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cetak seperti spanduk dan pamflet. Selama tahun 2024, masyarakat yang
telah mengakses layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen
adalah sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian jenis saluran layanan :
datang secara langsung vyaitu sebanyak 1 (satu) orang dan melalui
whatsapp sebanyak 4 (empat) orang. Pengumpulan data toxicovigillans
dilaksanakan dengan pelaporan secara langsung data kasus keracunan
yang terjadi di rumah sakit melalui aplikasi Sistem Pelaporan Informasi
Keracunan (spimker) yang dimiliki oleh Badan POM. Loka POM di
Kabupaten Belu telah melakukan kegiatan Advokasi/Koordinasi dengan

Pemangku Kepentingan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan.




62

BAB VI
SARAN

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam melaksanakan

tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat

keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing

produk Obat dan Makanan lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada

tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Belu harus melakukan berbagai upaya

peningkatan kinerja, antara lain :

1.

Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk
menjamin keberlangsungan program pengawasan Obat dan Makanan di
daerah yang sinergi, terpadu dan efektif;

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan khususnya di
wilayah kerja, termasuk layanan publik sehingga dapat dilakukan lebih
efektif, mudah, cepat, dan efisien;

Memperluas jangkauan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan program yang

dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah;

. Menerapkan anggaran berbasis kinerja sebagai Unit Kerja Mandiri melalui

sinkronisasi perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil,
melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja dan tindak
lanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan
pelaksanaan program pada periode berikutnya;

. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi yang

memadai secara terstruktur dan berkelanjutan, mendorong tumbuhnya
kreativitas dan inovasi sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan
lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis. Optimalisasi
koordinasi lintas sektor dan stakeholder dalam mengungkap kasus Obat

dan Makanan llegal di wilayah kerja.

—
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024
A. Anggaran DIPA

Frekuensi/Jumlah
e = Janua | Februa . . . . Agust Septemb Oktob Novemb Desemb
_ _ Maret April Mei Juni Juli Total
ri ri us er er er er
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 KIE bersama tokoh Loka
masyarakat POM di 0 1 0 0 0 0 L 0 0 0 0 0 2
Kabupat
en Belu
2 KIE langsung ke Loka 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
masyarakat POM di
(CFD/seminar/penyebara Kabupat
n en Belu
informasi/pameran/sosial
isasi/
/penyuluhan/webinar/lain
nya)
3 KIE melalui media Loka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sosial POM di kegiat kegiata | kegiat kegiat kegiat kegiat kegiat kegiata | kegiatan kegiata | kegiatan kegiatan kegiat
an n an an an an an n n an
(Instagram/Twitter/ Kabupat 6 (10 6 6 6 6 6 6 (6 konten | (6 6 (a0 (80
Facebook)* en Belu I::)nten I::)nten I::)nten I::)nten I::)nten I::)nten I:f)nten I:f)nten **) I:f)nten Efnten Efnten kogte
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) n **)
4 KIE di media Loka 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
elektronik/cetak/digital/lua | POM di
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r ruang (Penayangan Kabupat
iklan layanan en Belu
masyarakat/video/infograf
ik/ talkshow/acara/running
text/SMS Blast yang
ditayangkan/ disiarkan/
disebarkan melalui media
elektronik televisi/

radio/videotron/media

telekomunikasi lainnya

Keterangan:

1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung

berbeda)
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B. Anggaran Non Dipa

N Kegiatan UPT Frekuensi/Jumlah

(o]

Janua Februa | Maret April Mei Juni Juli Agust Septemb | Oktob Novemb Desemb Total
ri ri us er er er er

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 KIE bersama tokoh
masyarakat Loka

POM di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupat
en Belu

2 KIE langsung ke Loka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
masyarakat POM di
(CFD/seminar/penyebara | Kabupat
n en Belu
informasi/pameran/sosial
isasi/

/penyuluhan/webinar/lain
nya)

3 KIE melalui media Loka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sosial . POM di kegiat kegiata | kegiat kegiat kegiat kegiat kegiat kegiata | kegiatan kegiata | kegiatan kegiatan kegiat
(Instagram/Twitter/ Kabupat
Facebook)* en Belu an n an an an an an n n an

© © © © (0 (0 © © (O konten | (O © © ©
konten | konten konten | konten konten | konten | konten konten **) konten konten konten konte
**) **) **) **) **) **) **) **) **) **) **) n **)

4 KIE di media Loka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elektronik/cetak/digital/lua | POM di
r ruang (Penayangan Kabupat
iklan layanan en Belu

masyarakat/video/infograf
ik/ talkshow/acara/running
text/SMS Blast yang
ditayangkan/ disiarkan/
disebarkan melalui media
elektronik televisi/
radio/videotron/media
telekomunikasi lainnya
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Keterangan:
1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai

narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)

*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung

berbeda)




71

Lampiran 2. Tabel Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat Loka POM di Kabupaten Belu Tahun
2024

A. Anggaran DIPA

Juml Topik i)
ah
Frekue
. . Pese
Nama Metode Lokasi nsi Kelompok Stakeho | Narasu . .
Bulan UPT . . rta ONPP | O | S | Ko | Pang | COVI | Stunti | Lainn
Kegiatan a) Pelaksanaan b) c) (Kali) Peserta f) Ider g) mber h)
d) (Ora ZA T | K 5 an D-19 ng ya
ng)
e)
Onli | Offli | Hyb
1 2 8 4 . 5 6 7 8 9 10 11
ne ne rid
Januari | Loka - - - - - - - - - - - 0 0|0 |O 0 0 0 0
POM di
Kabup
aten
Belu
Februa | 1.Balai | 1| KIE 1 Desa 1 250 tokoh DPRD/D | 1. 1 1 1 1 1
ri Besar Bersam Umakata masyarakat, PR Emanuel
POM di a Tokoh han, tokoh Melkiade
Kupan Masyar Betun, agama, S
g akat Kab. pelajar/maha Laka
2. Loka Malaka siswa, dan Lena
POM di masyarakat 2. Drs.
Kabup umum Yoseph
aten Nahak
Belu Klau,
Apt.,
M.Kes
3.
Ferdian
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Dwi
Armanto,
S.Farm.,
Apt
KIE Aula 250 tokoh DPRD/D | 1.
Bersam Susteran masyarakat, PR Emanuel
a Tokoh Ssps, tokoh Melkiade
Masyar Atambua agama, S
akat , Kab. pelajar/maha Laka
Belu siswa, dan Lena
masyarakat 2. Drs.
umum Yoseph
Nahak
Klau,
Apt.,
M.Kes
3.
Ferdian
Dwi
Armanto,
S.Farm.,
Apt
Maret 1. Balai KIE Aula 250 tokoh DPRD/D | 1.
Besar Bersam SMAK masyarakat, PR Emanuel
POM di a Tokoh SURIA, tokoh Melkiade
Kupan Masyar Atambua agama, 5
g akat , pelajar/maha Laka
2. Loka Keluraha siswa, dan Lena
POM di n masyarakat 2. Drs.
Kabup Tulamala umum Yoseph
aten e, Nahak
Belu Atambua Klau,




73

Barat, Apt.,
Kab. M.Kes
Belu 3.
Ferdian
Dwi
Armanto,
S.Farm.,
Apt
April Loka - - - - - -
POM di
Kabup
aten
Belu
Mei Loka - - - - - -
POM di
Kabup
aten
Belu
Juni Loka - - - - - -
POM di
Kabup
aten
Belu
Juli 1. Balai KIE Aula 250 tokoh DPRD/D | 1.
Besar Bersam SMA masyarakat, PR Emanuel
POM di a Tokoh Bina tokoh Melkiade
Kupan Masyar Karya agama, S
g akat Atambua pelajar/maha Laka
2. Loka , siswa, dan Lena
POM di Keluraha masyarakat 2. Drs.
Kabup n umum Yoseph
aten Beirafu, Nahak
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Belu Atambua Klau,
Barat, Apt.,
Kab. M.Kes
Belu 3.
Ferdian
Dwi
Armanto,
S.Farm.,
Apt
Agustu | Loka - - - - - -
s POM di
Kabup
aten
Belu
Septem | Loka - - - - - -
ber POM di
Kabup
aten
Belu
Oktobe | Loka - - - - - -
r POM di
Kabup
aten
Belu
Novem | Loka - - - - - -
ber POM di
Kabup
aten
Belu
Desem | Loka Bimbing Betun, 40 masyarakat Dinas Ni Ketut
ber POM di an Kab. umum Kesehat | Wuriand
Kabup teknis Malaka an ari,
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aten Kabupat | S.Farm.,
Belu en Apt
Malaka
Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun
daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya,
termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dl|

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan
online)

c¢) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dl|

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dl|

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-

19, Stunting, Lainnya)
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Juml Topik i)
ah
Freku Kelom
Nama | Metode Lok _ Pese
. . ensi pok Stakeho | Narasu CoVv .
Bulan UPT Kegia | Pelaksa asi . rta K | Pang Stunt | Lain
(Kali) Pesert Ider g) mber h) ONPPZA oT SK ID- _
tan a) | naanb) c) (Ora os an ing nya
d) af) 19
ng)
e)
Onli _ Hybr
1 2 3 4 Offline . 5 6 7 8 9 10 11
ne id
Januari | Loka - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
POM
di
Kabup
aten
Belu
Februa | Loka - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
ri POM
di
Kabup
aten
Belu
Maret 1. 3 KIE 1 Aula 1 250 tokoh DPRD/ 1. 1 1 1 1 1
Balai Bersama SMAK masyarakat, DPR Emanu
Besar Tokoh SURIA, tokoh el
POM Masyara Atamb agama, Melkiad
di kat ua, pelajar/maha es
Kupan Kelura siswa, dan Laka
g han masyarakat Lena
2. Loka Tulama umum 2. Drs.
POM lae, Yoseph
di Atamb Nahak
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Kabup ua Klau,
aten Barat, Apt.,
Belu Kab. M.Kes
Belu 3.
Ferdian
Dwi
Armant
0,
S.Farm
., Apt
April Loka - - - - - 0
POM
di
Kabup
aten
Belu
Mei Loka - - - - - 0
POM
di
Kabup
aten
Belu
Juni Loka Penyuluh Atamb 40 masyarakat 1. Ni
POM an ua, umum Ketut
di Kab. Wurian
Kabup Belu dari,
aten S.Farm
Belu ., Apt
2.
Kresna
Eka

Ferri,
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S.Si
Juli Loka - - - - - 0
POM
di
Kabup
aten
Belu
Agustu | Loka - - - - - 0
s POM
di
Kabup
aten
Belu
Septe Loka Bimbinga Atamb 40 masyarakat 1. Ni
mber POM n teknis ua, umum Ketut
di Kab. Wurian
Kabup Belu dari,
aten S.Farm
Belu ., Apt
2.
Kresna
Eka
Ferri,
S.Si
3.
Raimira
Fna
Magno,
S.Pd
Oktobe | Loka - - - - - 0

POM
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Kabup
aten

Belu

Novem | Loka - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0(0]|0
ber POM
di

Kabup
aten

Belu

Desem | Loka 8 Bimbinga 1 Betun, 1 40 masyarakat Dinas Ni 1 1
ber POM n teknis Kab. umum Keseha | Ketut
di Malaka tan Wurian
Kabup Kabupa | dari,
aten ten S.Farm
Belu Malaka | ., Apt

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun
daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya,
termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan
online)

c¢) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
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h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dlI

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-

19, Stunting, Lainnya)
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Lampiran 3. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024
A. Anggaran Dipa

Bulan

UPT

Platform

Nama
Akun a)

Jumlah
Followers
b)

Jumlah Konten

c)

Topik d)

Repost

Non
Repost
(Mandiri)

ONPPZA

oT

SK

Kos

Pangan

COVID-
19

Stunting

Lainnya

Publikasi
Kinerja/Kegiatan
Strategis

1

2

3

6

8

Januari

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

0

Februari

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Maret

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

April

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Mei

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Juni

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

395
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Juli

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

395

Agustus

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

September

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

401

Oktober

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

November

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Desember

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Total

36

11




B. Anggaran Non Dipa
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Bulan

UPT

Platform

Nama
Akun a)

Jumlah
Followers
b)

Jumlah Konten

c)

Topik d)

Repost

Non
Repost
(Mandiri)

ONPPZA

oT

SK

Kos

Pangan

COVID-
19

Stunting

Lainnya

Publikasi

Kinerja/Kegiatan

Strategis

1

2

3

4

6

8

Januari

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

0

Februari

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Maret

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

April

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Mei

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Juni

Loka POM
di

Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

395
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Juli

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

395

Agustus

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

September

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

401

Oktober

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

November

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Desember

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

Instagram

bpom.belu

410

Total
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Lampiran 4. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial Loka POM di Kabupaten Belu Tahun

2024

A. Anggaran Dipa

Rinci Topik c)
incian .
Bulan UPT Jenis Media Jenis | TeKLENS! COVID. Publikasi
Media a) (Kali)b) ONPPZA|OT|SK|Kos|Pangan 19 Stunting |Lainnya| Kinerja/Kegiatan
Strategis
1 2 3 4 6 7
Januari Loka POM di |Media Cetak Leaflet 0 olo] o 1 0 0 0 0
Kabupaten —
Belu Media Digital web 0 0 0|0] O 0 0 0 0 0
Media Elektronik radio 0 0 olo]| o 0 0 0 0 0
Media Luar Ruang spanduk 0 0 olo]| O 0 0 0 0 0
Februari |Loka POM di [Media Cetak Leaflet 0 0 olo] o 0 0 0 0 0
Kabupaten —
Belu Media Digital web 0 0 0|/0] O 0 0 0 0 0
Media Elektronik radio 0 0 olo]| o 0 0 0 0 0
Media Luar Ruang spanduk 0 0 olo]| O 0 0 0 0 0
Maret Loka POM di |Media Cetak Leaflet 0 0 olo] o 0 0 0 0 0
Kabupaten —
Belu Media Digital web 0 0 0|/0] O 0 0 0 0 0
Media Elektronik radio 0 0 olo]| o 0 0 0 0 0
Media Luar Ruang spanduk 0 0 0|0 O 0 0 0 0 0
April Loka POM di (Media Cetak Leaflet 0 0 o|o0] o0 0 0 0 0 0




Kabupaten
Belu

Media Digital

web

86

Media Elektronik

radio

Media Luar Ruang

spanduk

Mei

Loka POM di
Kabupaten
Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media Elektronik

radio

Media Luar Ruang

spanduk

Juni

Loka POM di
Kabupaten
Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media Elektronik

radio

Media Luar Ruang

spanduk

Juli

Loka POM di
Kabupaten
Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media Elektronik

radio

Media Luar Ruang

spanduk

Agustus

Loka POM di
Kabupaten
Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media Elektronik

radio
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September

Oktober

November

Desember

Media Luar Ruang spanduk 0 0

Loka POM di |Media Cetak Leaflet 0 0
Kabupaten

Belu Media Digital web 2 1

Media Elektronik radio 0 0

Media Luar Ruang spanduk 0 0

Loka POM di {Media Cetak Leaflet 0 0
Kabupaten

Belu Media Digital web 3 1

Media Elektronik radio 0 0

Media Luar Ruang spanduk 2 0

Loka POM di {Media Cetak Leaflet 0 0
Kabupaten

Belu Media Digital web 8 8

Media Elektronik radio 0 0

Media Luar Ruang spanduk 1 0

Loka POM di {Media Cetak Leaflet 0 0
Kabupaten

Belu Media Digital web 2 2

Media Elektronik radio 1 1

Media Luar Ruang spanduk 1 0

Total 24 14




B. Anggaran Non Dipa
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o Topik c)
RIS Frekuensi
Bulan UPT Jenis Media Jenis Kali) b COVID- Publikasi
Media a) (Kali) b) ONPPZA |OT|SK [Kos|Pangan 19 Stunting|Lainnya| Kinerja/Kegiatan
Strategis
1 2 3 4 6 7
Januari Loka POM di Media Cetak Leaflet 0 0 olol] o 0 0 0 0 0
Kabupaten Belu
Media Digital web 0 0 o|0| O 0 0 0 0 0
Media radio
Elektronik 0 0 010} 0 0 0 0 0 0
Media Luar spanduk 0 0 olol o 0 0 0 0 0
Ruang
Februari |Loka POM di Media Cetak Leaflet 0 0 olol o 0 0 0 0 0
Kabupaten Belu
Media Digital web 0 0 0o|0] O 0 0 0 0 0
Media radio
Elektronik 0 0 010} 0 0 0 0 0 0
Media Luar spanduk 0 0 olol o 0 0 0 0 0
Ruang
Maret Loka POM di Media Cetak Leaflet 0 0 olol] o 0 0 0 0 0
Kabupaten Belu
Media Digital ~ |web 0 0 olo| o 0 0 0 0 0
Media radio
Elektronik 0 0 010} 0 0 0 0 0 0
Media Luar spanduk 0 0 olol o 0 0 0 0 0
Ruang




April

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

89

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

Mei

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

Juni

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

Juli

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk




Agustus

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

90

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

September

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

Oktober

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

November

Loka POM di
Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk




Desember

Loka POM di

Kabupaten Belu

Media Cetak

Leaflet

91

Media Digital

web

Media
Elektronik

radio

Media Luar
Ruang

spanduk

Total




Lampiran 5. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

92

Layanan Pengaduan

Layanan informasi

Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Layanan layanan Layanan layanan
yang yang yang yang
No| Bulan UPT SUmLED diselesaikan Jumiah f Persentase diselesaikan Jumlah diselesaikan Jumlah | Persentase diselesaikan
Layanan . Layanan| layanan . Layanan . Layanan| layanan .
sesuai sesuai sesuai sesuai
_yang Service yang __yang Service _yang Service yang __yang Service
diselesaikan diterima |diselesaikan diselesaikan diterima|diselesaikan
Level Level Level Level
Agreement Agreement Agreement Agreement
(SLA) (SLA) (SLA) (SLA)
7=4/6 x 8=5/4 x 12=9/11 x 13=10/9 x
& 2 8 & 2 g 100% 100% o - - 100% 100%
Loka POM
1 |Januari di 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0%
Kabupaten
Belu
Loka POM
2 s.d di 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0%
Februari |[Kabupaten
Belu
Loka POM
3 [s.d Maret di 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0%
Kabupaten
Belu
Loka POM
4 |s.d April di 0 0 0 0% 0% 1 0 1 100% 0%
Kabupaten
Belu
Loka POM
5 sdmei  |% 0 0 0 0% 0% 1 0 1 100% 0%
Kabupaten
Belu
Loka POM
6 |[s.d Juni di 0 0 0 0% 0% 1 0 1 100% 0%

Kabupaten
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Belu
Loka POM
7 lsdaui |9 0% 0% 100% 0%
Kabupaten
Belu
Loka POM
g [Sd di 0% 0% 100% 0%
Agustus |Kabupaten
Belu
Loka POM
g |3d di 0% 0% 100% 0%
September|Kabupaten
Belu
Loka POM
10|59 di 0% 0% 100% 0%
Oktober  |Kabupaten
Belu
Loka POM
11 [Sd di 100% 0% 100% 0%
November |Kabupaten
Belu
Loka POM
12 s.d di 100% 0% 100% 0%
Desember |Kabupaten

Belu




Lampiran 6. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

94

Rujukan Layanan Pengaduan

Rujukan Layanan informasi

Persentase Persentase
Ju_mlah rujukan Ju_mlah rujukan
Rujukan Rujukan
an Persentase [eyEnEn an Persentase EENED
N Bul UPT ST a7 dise)llesgikan Ul rujukan yang JUmlElT dise)I/esgikan Il rujukan yang
0 uian Rujukan . Rujukan J diselesaikan| Rujukan . Rujukan J diselesaikan
sesuai layanan . sesuai layanan .
yang Service yang yang sesuai yang Service yang yang sesuai
diselesaikan diterima]| . ! Service [diselesaikan diterima| . . Service
Level diselesaikan Level diselesaikan
Level Level
Agreement Agreement
(SLA) Agreement (SLA) Agreement
(SLA) (SLA)
7=4/6 x 8=5/4 x 12=9/11 x 13=10/9 x
]2 3 4 S 6 100% 100% o 10 11 100% 100%
Loka POM
1 |sanuari |9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
Belu
Loka POM
s.d di
2 Februari |[Kabupaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belu
Loka POM
3 |s.d Maret |¥! 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
Belu
Loka POM
. di
4 |s.d April Kabupaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belu
Loka POM
5 s.dmei |9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
Belu
6 [s.duni |-OkaPOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di
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Kabupaten
Belu

s.d Juli

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

s.d
Agustus

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

s.d
September

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

10

s.d
Oktober

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

11

s.d
November

Loka POM
di
Kabupaten
Belu

12

s.d
Desember

Loka POM
di
Kabupaten
Belu
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Lampiran 7. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

Jumlah Jumlah Rata-rata jangka
: ; Jumlah Jumlah
permintaan permintaan . . waktu
: . . . permintaan Permintaan .
No Bulan UPT informasi yang | informasi yang : . . penyelesaian
. . informasi yang Informasi yang .
dikabulkan dikabulkan . . permintaan
; ditolak diterima ; .
seluruhnya sebagian informasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
2 Februari Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
3 Maret Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
4 April Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
5 Mei Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
6 Juni Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
7 Juli Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
8 Agustus Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
9 September [Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
10 Oktober Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
11 November |Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
12 Desember |Loka POM di Kabupaten Belu 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
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Lampiran 8. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

NO PROFESI JAN FEB MAR | APR MEI JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B Loka POM di Kabupaten Belu
1 |Apoteker 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2. |Dokter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. |Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. [LSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. |Tenaga kesehatan lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pelajar/ mahasiswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pelaku Usaha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Sarjana Hukum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 |Wartawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 5
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Lampiran 9. Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

NO

SARANA YANG
DIGUNAKAN

ALAMAT / AKUN /
NOMOR *)

o
>
Z

-
m
(o9)

MAR

APR

<
m

JUNI

JULI

AGST

SEPT

OKT

NOV

DES

TOTAL

2

3

9

10

11

12

(SN
w

-
I

(SN
(¢)]

16

Langsung

Telepon

Fax

Surat

E-mail

SMS

Media Sosial

Kotak Saran

Olo(N|[o|0]|P|W[IN(F [

Whatsapp

BN
o

Aplikasi lain

TOTAL

OoO|lO|0Oo|lo|O|O|O|O|(OC|O|OC|d

O|lO|0O|l|0o|O|O|O|O|(OC|O|OC|O1

O|lO|0O|lo|O|O|O|O|O|O|OC |O®

POk, |[OJ|O|O|O|O(OC|O|OC |

O|l0O|0O|lo|lo|j|o|o|o|o|Oo|O |

O|lO|0Oo|lo|O|Oo|O|O|O|O|O

P |O|P|[OJO|jO|O|J|O|O|O|O

(el ol ol ol ol ol ol ol No i Nol Neo)

O|lOoO|o|lo|lo|j|o|o|j|o|o|o|o©O

O|lOoO|o|lo|lo|j|o|o|j|o|o|o|o©O

Wl OoO|IMV|[OJlO|O|O|O|(OC|O|F

O|lOoO|o|lo|lo|j|o|o|j|o|o|o|o©O

g|OoO|d|OJO|jO|O|O|(OC|O|F
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Lampiran 10. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan (Berdasarkan data dari BPOM Kupang) Loka POM di Kabupaten Belu

Tahun 2024
No. BenyAnaD Frekuensi Jumlah Pg;lt(jitterlta Yang Jumlaf;ﬂl::]ndgeégla Yang

1 2 3 4 5
1 Obat 0 0 0
2 NAPZA 0 0 0
3 Obat Tradisional 0 0 0
4 Suplemen Makanan 0 0 0
5 Kosmetika 0 0 0
6 Pangan Olahan 6 6 0

TOTAL 6 6 0
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Lampiran 11. Data kegiatan advokasi/koordinasi dengan pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024

No. Nama Kegiatan Tan_ggal Peserta/Stakeholder
Kegiatan
1 Koordinasi terkait Tanah dan Seleksi Eksternal 02 Februari Kepala Bidang Aset Kab Belu, Kepala Bidang Promosi BKD Kab Belu
PNS dari Kab Belu 2024
2 Koordinasi pengawasan obat dan Makanan di 15 Februari Bea Cukai Atambua, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motain, Balai Karantina
Perbatasan 2024 Ikan
3 Koordinasi Pemusnahan Hasil Pengawasan 22 Februari PLBN Motain, Balai Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT, SatGas PAM
Rutin terhadap lalu lintas Komoditas hewan, lkan | 2024 Tas (TNI), Kepolisian Sub Sektor PLBN Motain, dan Pos Imigrasi PLBN Motain
dan Tumbuhan
4 Penyerahan secara simbolis hibah Tanah Loka 19 Maret Sekretaris Daerah Kab Belu
POM di Kab Belu 2024
5 Pengawasan takjil bersama stakeholder di Kab 02-03 April Dinas Kesehatan Kab Malaka, Sat Pol PP Kab Malaka, Polres Malaka,
Malaka 2024 Disperindag Kab Malaka, DPMPTSP Kab Malaka, SAKA POM (Kwarcab
Malaka)
6 Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari | 03-04 April Dinas Kesehatan Kab Malaka, Sat Pol PP Kab Malaka, Polres Malaka,
raya di Kab Malaka 2024 Disperindag Kab Malaka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kab Malaka, Satuan Karya (SAKA) POM (Kwarcab
Malaka)
7 Penggalangan dukungan terkait OK Gas di Kab 20 Juni 2024 | Dinas Kesehatan Kab Belu, Disperindag Kab Belu, SatPol PP Belu
Belu
8 Penggalangan dukungan terkait OK Gas di Kab 24 Juni 2024 | Polres Belu, DPMPTSP, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Kab
Belu Belu
9 Koordinasi terkait TPPS di Kab Belu 26 Juni 2024 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kab Belu
10 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 27-28 Juni Dinas Kesehatan Kab Belu, Sat Pol PP Kab Belu, Polres Belu, Disperindag Kab
dan Makanan yang TMK di Kab Belu 2024 Belu, DPMPTSP Kab Belu
11 Koordinasi terkait pemasukan dan pengeluaran 02 Juli 2024 Bea Cukai Atambua
produk Obat dan Makanan dari Indonesia
12 Koordinasi terkait proses Balik Nama Tanah 02 Juli 2024 Badan Pertanahan Nasional Atambua
Hibah
13 Peningkatan pemahaman terkait cara peredaran | 11 Juli 2024 Wakil Bupati, Dinas Kesehatan Kab Belu, dinas perdagangan dan perindustrian
pangan olahan yang baik kepada pelaku usaha kab Belu, DPMPTSP Kab Belu, Satgas PAMTAS/TNI, kepolisian Resort Belu,
Distributor Pangan Olahan di Kab Belu Bea Cukai Atambua, dan Satuan Karya (SAKA POM) Kab Belu, Pelaku Usaha
distributor pangan olahan di Kab Belu.
14 Koordinasi dalam rangka pengawasan Vaksin 22 Juli 2024 Dinas Kesehatan Kab Belu
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pada PIN (Pekan Imunisasi Nasional)

15 Joint Inspection untuk pemantauan AMR di Kab 12 Dinas Peternakan Kab Belu, Dinas Kesehatan Kab Belu
Belu September
2024
16 Advokasi terkait TL Hasil pengawasan obat dan | 24 Oktober Dinas Kesehatan Kab Malaka
Makanan (CAPA), dan Pengawalan DAK di Kab | 2024
Malaka
17 Advokasi Perijinan UMKM untuk PIRT, Mou 24 Oktober DPMPTSP Kab Malaka
peran Loka POM di Kab Belu di MPP kab 2024
Malaka
18 Advokasi terkait penurunan stunting dengan 24 Oktober Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
TPPS Kab Malaka 2024 Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPPA) Kab Malaka
19 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 02 November | Sat Pol PP Kab Malaka dan Polres Malaka
dan Makanan yang TMK di Kab Malaka
20 Joint Inspection untuk pemantauan AMR di Kab 12-15 Dinas Peternakan Kab Malaka, Dinas Kesehatan Kab Malaka
Malaka November
2024
21 Bimbingan Teknis terkait AMR di Kab Belu 19 November | Asisten | SekDa Belu, PJ Pelayanan Kefarmasian di Kab Belu, organisasi
2024 Profesi : IAl Cab Belu, IDI cab Belu, IBI Cab Belu, dan Universitas Timor
22 Pemusnahan Barang Bukti yang telah 10 Desember | Kejaksaan Negeri Atambua, Kepolisian Resor Belu dan Malaka, Pengadilan
berkekuatan hukum tetap di Kab Belu 2024 Negeri Atambua, dan Bea Cukai Atambua
23 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 12-13 Dinas Kesehatan Kab Malaka, Sat Pol PP Kab Malaka, Polres Malaka,
dan Makanan yang TMK di Kab Malaka Desember Disperindag Kab Malaka, DPMPTSP Kab Malaka
2024
24 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 16 Desember | Dinas Kesehatan Kab Belu dan Kepolisian Resor Belu
dan Makanan yang TMK di Kab Belu (Kosmetik 2024
di Pasar Tradisional)
25 Mengawal Keamanan dan Mutu produk pangan 19 Desember | Dinas Kesehatan Kab Malaka, Pelaku UMKM
IRTP di Kab Malaka 2024
26 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 19-20 Dinas Kesehatan Kab Belu, Sat Pol PP Kab Belu, Polres Belu, Disperindag Kab
dan Makanan yang TMK di Kab Belu Desember Belu, DPMPTSP Kab Belu, dan SAKA POM Kab Belu
2024
27 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 23 Desember | DinKes Belu, Polres Belu dan Disperindag Kab Belu
dan Makanan yang TMK di Kab Belu 2024
28 Operasi penanganan Penertiban terhadap obat 30 Desember | Polres Belu dan Disperindag Kab Belu

dan Makanan yang TMK di Kab Belu

2024




